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ABSTRAK

Galuh Nefia Prameswari, 2021. Pengembangan Desa Wisata Taman Kalianyar
Mumbul Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat Oleh Pemerintah Desa
Kalianyar, Skripsi Program Studi llmu Politik Fakultas Ilmu Sosial dan llmu
Politik Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya.

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui bagaimana pengembangan desa
wisata Taman Kalianyar Mumbul dalam upaya pemberdayaan masyarakat oleh
Pemerintah Desa Kalianyar; (2) mengetahui strategi Pemerintah Desa Kalianyar
dalam mengembangan wisata Taman Kalianyar Mumbul sehingga tercapainya
pemberdayaan masyarakat; (3) mengetahui faktor penghambat pengembangan
desa wisata Taman Kalianyar Mumbul dan pemberdayaan masyarakat di desa
kalianyar. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif.
Teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Teori
yang digunakan adalah teori stakeholder, teori anggaran, dan teori pemberdayaan
masyarakat.

Hasil penelitian dalam penelitian ini adalah: (1) Pemerintah Desa memiliki peran
yang cukup dominan terhadap Pengembangan Desa Wisata Taman Kalianyar
Mumbul. Pemerintah Desa sebagai penyedia modal yang bersumber dari dana
APBDes. Program Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul dianggarkan dalam
APBDes desa Kalianyar mulai tahun anggaran 2019. Selain itu Pemerintah Desa
juga memberikan penyertaan modal desa kepada BUMDes sebagai pengelola
Taman Kalianyar Mumbul agar dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat desa serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa
kalianyar. (2) BUMDes sebagai penerima mandat dari Pemerintah Desa untuk
mengelola Taman Kalianyar Mumbul mempunyai weenang mengatur segala
sesuatu berkaitan dengan tata kelola Taman Kalianyar Mumbul. BUMDes
memiliki peran mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa kalianyar dengan
mengajak masyarakat agar bergabung dalam pengelolaan Taman Kalianyar
Mumbul. (3) masyarakat desa kalianyar juga mempunyai andil cukup besar dalam
keberhasilan pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul. Masyarakat menjadi acuan
terlaksananya pemberdayaan masyarakat. Selain itu partisipasi masyarakat
khususnya pemuda menandakan bahwa desa Kalianyar merupakan desa maju dan
berdaya saing.

Key Word: Desa Wisata, Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintah Desa
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ABSTRACT

Galuh Nefia Prameswari, 2021. The Development of the Kalianyar Mumbul Park
Tourism Village in an Effort for Community Empowerment by the Kalianyar
Village Government, Thesis of the Political Science Study Program, Faculty of
Social and Political Sciences, Sunan Ampel State Islamic University, Surabaya.

This study aims to: (1) find out how the development of the Kalianyar Mumbul
Park tourism village in an effort to empower the community by the Kalianyar
Village Government; (2) knowing the strategy of Kalianyar Village Government
in developing Kalianyar Mumbul Park tourism so that community empowerment
is achieved; (3) knowing the inhibiting factors for the development of the
Kalianyar Mumbul Park tourism village and community empowerment in the
Kalianyar village. The research method used is a qualitative research method.
Data collection techniques through interviews, observation and documentation.
The theory used is stakeholder theory, budget theory, and community
empowerment theory.

The results of this study are: (1) The Village Government has a dominant role in
the development of the Kalianyar Mumbul Park Tourism Village. The Village
Government as a provider of capital sourced from APBDes funds. The Kalianyar
Mumbul Park Tourism Village Program is budgeted in the Kalianyar village
budget starting in the 2019 budget year. In addition, the Village Government also
provides village capital participation to BUMDes as the manager of Kalianyar
Mumbul Park so that it can be used to improve the economy of the village
community and encourage empowerment of the Kalianyar village community. (2)
BUMDes as the recipient of the mandate from the Village Government to manage
Kalianyar Mumbul Park has the authority to regulate everything related to the
management of Kalianyar Mumbul Park. BUMDes has a role in realizing the
empowerment of the Kalianyar village community by inviting the community to
join in the management of the Kalianyar Mumbul Park. (3) the Kalianyar village
community also has a significant role in the successful management of the
Kalianyar Mumbul Park. The community becomes a reference for the
implementation of community empowerment. In addition, community
participation, especially youth, indicates that Kalianyar village is a developed
and competitive village.

Key Word: Tourism Village, Community Empowerment, Village Government
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BAB |
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan gagasan atau
ide masyarakat, asal-muasal, dan hak tradisional yang diakui dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.! Dengan demikian,
desa memiliki otoritas dalam mengurus dan mengatur wilayahnya dalam
bidang pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan dan perencanaan
pembangunan desa dengan melibatkan masyarakat desa.

Terbitnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa telah
merubah tananan pemerintah desa menjadi lebih baik dan terarah.
Pemerintah desa dapat menampung setiap masukan dan kebutuhan
masyarakat lebih cepat dan tepat. Dengan demikian pemerataan
pembangunan di Indonesia dapat mengalami peningkatan dalam segi
kualitas hidup masyarakat, pemberdayaan masyarakat, dan pengentasan
kemiskinan di lingkungan masyarakat desa.

Permasalahan yang muncul sejak diimplementasikannya dana desa
dan alokasi dana desa pada tahun 2015 yaitu : pertama, meningkatnya
jumlah dana yang diberikan namun tidak diimbangi dengan peningkatan
kapasitas dan ketrampilan sumber daya manusia yang dimiliki (perangkat

desa) di tingkat desa dalam mengalokasi dana desa. Kedua, kurangnya

! Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014.



keterwakilan masyarakat dalam penyusunan dan perencanaan Rancangan
Anggaran dan Belanja Desa (RAPBDes), serta kontrol terhadap
penggunaan dana desa?.

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat tentang dana
desa dan bagaimana pengimplementasiannya berdampak pada rendahnya
keikutsertaan masyarakat pada saat perencanaan pembangunan
pemberdayaan desa. Partisipasi masyarakat desa dapat dilihat melalui
kegiatan musyawarah desa (musdes) atau musyawarah perencanaan
pembangunan desa (musrenbangdes). Semakin banyak keterlibatan
masyarakat dalam musyawarah desa, maka semakin banyak pula masalah
yang dapat terpecahkan dengan memanfaatkan dana desa yang sesuai
kebutuhan masyarakat demi kemajuan desa. Disisi lain pengetahuan dan
pemahaman masyarakat tentang dana desa juga akan meningkat.

Menurut Margayaningsih dalam Noviyanti, dkk® adanya partisipasi
dan pemberdayaan masyarakat membawa pengaruh positif terhadap
pembangunan desa dan mewujudkan desa yang kuat, tangguh dan mandiri
dalam segala bidang terutama ekonomi. Selain itu, dengan adanya
pemberdayaan masyarakat desa, desa mampu menentukan program
prioritas pemenuhan kebutuhan masyarakat desa dan masalah yang ada
dengan perencanaan desa.

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi yang beraneka ragam.

Undang-undang desa telah menjamin apa yang menjadi hak desa agar

2 Noviyanti, dkk, pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa, Jurnal
Publisia Vol. 3 No. 2 tahun 2018, hal.113.
% 1bid, hal.114.



dapat mengembangkan sektor unggulan yang ada di desanya. Masing-
masing desa memiliki kelebihan yang berbeda-beda di bidang yang
berbeda pula. Karena itu, pemerintah desa memiliki peran yang dominan
dan sangat penting dalam menentukan pola pembangunan yang sesuai
dengan kondisi lingkungan, budaya dan masyarakat yang ada di desanya.
Pembangunan yang diharapakan UU Desa adalah yang  bertujuan
meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya sehingga mempunyai kualitas
hidup yang lebih baik, mandiri, berwawasan dan dapat ikut serta
membantu masyarakat di bidang pemerintahan.

Penjelasan perihal Penetapan “Prioritas Penggunaan Dana Desa”
tercantum dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah
Tertinggal, dan Transmigrasi No. 5 Tahun 2015 tentang Prioritas
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.# Penjelasan tersebut berisi tentang
penggunaan dana desa untuk kegiatan “bangun desa” yang menjadi
prioritas adalah meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat desa,
mengurangi angka kemiskinan, alokasi dana desa agar tercapainya
pembangunan desa.

Untuk mencapai tujuan tersebut, macam-macam program yang
menjadi prioritas antara lain:

1) Pemuasan kebutuhan dasar;
2) Mendirikan sarana dan prasarana yang ada di desa,

3) Mendorong potensi ekonomi desa;

4 Lisnawati dan Soraya Lestari, Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa
Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar, Jurnal Administrasi Publik Vol.4, No. 2
Tahun 2019.



4) Sumber daya alam berkelanjutan;

5) Pendirian Badan Usaha Milik Desa (BUMDes);

6) Pengembangan dan pengelolaan pasar desa;

7) Pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan desa;
8) Produksi pupuk dan pakan organik;

9) Pengembangan desa wisata;

10) Dan lain-lain.

Aparat Pemerintah Desa yang memiliki kewenangan dalam bidang
keuangan desa agar menerapkan prinsip pengelolaan keuangan desa yang
baik perlu diadakannya pendampingan secara berkelanjutan dan terukur.
Sebagai peran penggerak pengelolaan keuangan desa, Pemerintah Desa
diharapakan mampu menyediakan solusi terhadap berbagai problematika
yang ada di Desa sehingga kekayaan yang ada di desa dapat digali dan
diprogram dalam RPJMDes dan pedanaan APBDes pada setiap kegiatan

yang dijalankan dalam mewujudkan kemandirian desa.’

Penyelewengan dana desa sangat rentan terjadi yang ditunjukkan
dengan banyaknya kasus yang menimpa aparatur desa beberapa daerah di
wilayah  Indonesia.  Proses  penyalahgunaan ini  disebabkan
ketidakmampuan pengelola dana (aparatur desa/TPK) yang belum

memiliki kompetensi yang cukup untuk mengelola dana desa.

5> Noviyanti, dkk, pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana desa, Jurnal
Publisia Vol. 3 No. 2 tahun 2018, hal.115.



Ismail, Widagdo, & Widodo® menunjukkan bahwa permasalahan utama
yang akan terjadi dalam mengelola dana desa sesuai Permendagri No. 113
tahun 2014 adalah rendahnya pengetahuan Kkepala desa. Proses
pembangunan di desa telah berjalan sesuai peraturan, tetapi dalam tahap
penyaluran terjadi keterlambatan dari tanggal yang telah ditetapkan. Selain
itu, penghambat dalam pelaksanaan pembangunan desa disebabkan
keterlambatan penyusunan petunjuk teknis (Juknis) dan rendahnya kualitas
sumber daya manusia.

Keikutsertaan dan partisipasi Pemerintan Desa menjadi sebuah
keharusan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa melalui
program-program prioritas desa. Tujuannya adalah meningkatkan
akuntabilitas, transparansi, partisipasi, ketertiban serta kedisiplinan dalam
mengelola keuangan desa, diharapakan sungguh-sungguh menjadi tolak
ukur dalam pelaksanaan kegiatan dan program yang ada di desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (12)’,
pemberdayaan masyarakat desa adalah “upaya meningkatkan kemandirian
dan kesejahteraan masyarakat melalui pengetahuan, sikap, ketrampilan,
perilaku, kemapuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya yang
ditetapkan dalam kebijakan, program Kkegiatan, dan pendampingan
berdasarkan substansi yang ada”. Desa mendapatkan dan mengelola dana
desa dari  Permerintah Pusat yang kemudian dipergunakan untuk

kepentingan publik salah satunya pengembangan wisata.

& Ismail, dkk (2016) dalam Ni Nyoman Alit Triani dan Susi Handayani, Praktik Pengelolaan
Keuangan Desa, JAM Vol. 9 No. 1 Tahun 2018, hal.137.
" Undang-Undang Desa Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014.



Berbagai sektor dapat menjadi pilihan untuk mengembangkan
potensi yang ada di daerah perkotaan maupun pedesaan. Mulai dari sektor
pariwisata, perdagangan, pengelolaan pasar, dan lain-lain. Dengan
melakukan optimalisasi program unggulan dan dikembangkan oleh
sumber daya manusia yang mumpuni maka pertumbuhan ekonomi di
daerah akan terwujud.

Meskipun demikian, tidak mudah untuk memgembangkan potensi-
potensi yang sudah ada dengan waktu singkat. Masih banyak daerah-
daerah tertinggal di Indonesia padahal memiliki potensi yang besar namun
tidak dapat mengelola dengan baik dan tepat. Perlu waktu yang cukup
lama dan stategi pengembangan dan pengelolaan yang tepat sehingga
target yang ingin dicapai juga tepat sasaran. Strategi yang dipilih harus
sesuai kondisi masyarakat sekitar. Pentingnya mensosialisasikan semua
kegiatan kepada masyarakat agar komunikasi yang terbangun terjadi
secara dua arah dan adanya timbal balik.

Masalah yang sering terjadi adalah tidak semua masyarakat dapat
menyaring informasi yang ada. Sumber daya manusia yang rendah
membuat seseorang tidak dapat berkembang dan berinovasi. Namun bukan
hal tidak mungkin menumbuhkan kreativitas di masyarakat. Masyarakat
perlu mendapat dorongan dari pemerintah sekitar dengan pengadaan
sarana prasarana yang dibutuhkan masyarakat untuk mengembangkan

kreativitas yang dimiliki. Masyarakat dapat diarahkan menekuni bidang



sesuai dengan potensi yang ada di daerahnya untuk kemudian
dikembangkan menjadi lebih besar.

Kesuksesan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang
dicanangkan oleh Pemerintah Pusat merupakan tugas utama desa sebagai
tulang punggung dari keberhasilan sebuah pembangunan. Desa diharapkan
mampu menjadi sebuah desa yang mandiri dan mampu bersaing. Yang
dibutuhkan oleh setiap instansi pemerintahan adalah komitmen dan
kejujuran dalam setiap pelaksanaan program pembangunan. Salah satu
cara mempertahankan reputasi nama organisasi atau institusi Pemerintahan
terutama Pemerintah Desa yaitu konsisten dalam melaksanakan program
pemerintahan dan menjalankan wewenang mengatur pemerintahan desa.
Kepala Desa hendaknya bersifat demokratis, mampu membaur dengan
masyarakat, mau menerima masukan dan saran dari tokoh agama, tokoh
masyarakat dan elemen-elemen masyarakat guna menyaring informasi dan
isu-isu sosial yang sedang dihadapi oleh masyarakat agar dapat
diselesaikan dengan sebaik-baiknya.®

Pemerintah Desa adalah satu kesatuan dari penyelenggaraan
Pemerintah Pusat. Setiap desa memiliki keunggulan masing-masing. Salah
satunya bisa dilihat dari potensi alamnya. Hal ini pasti dapat menjadi
keuntungan jika dapat dikembangkan sebagai sektor pariwisata. Dengan

adanya potensi alam sekitar bisa menarik wisatawan untuk

8 Akhmad Rafi’i, dkk, Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014
Tentang Desa (Studi Pada Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Bintang Ninggi |1 Kecamatan
Teweh Selatan Kabupaten Barito Utara), Jurnal Administrasi Publik Vol. 6, No.1 Tahun 2020,
hal.11.



mengunjunginya sehingga desa tersebut dapat mendapat keuntungan dari
objek wisata tersebut. Saat ini tidak hanya perkotaan yang dapat menjadi
daya tarik para wisatawan, tetapi wisata desa juga sedang banyak
dikembangkan diberbagai daerah. Setiap daerah yang memiliki potensi
sudah mulai diubah menjadi destinasi wisata alam walaupun ada juga
wisata alam buatan yang dirancang sekemikian rupa menjadi tempat yang
asri, penuh dengan pepohonan dan ramah lingkungan. Dalam hal ini
Pemerintah Desa memerlukan strategi dalam mengelola wisata alam lokal.
Maraknya desa wisata yang berkembang didasarkan pada kegiatan
berkelanjutan atau turun temurun yang menjadi ciri khas desa tersebut.
Beberapa kegiatan pendukung yang menajdikan desa menjadi desa wisata
antara lain keindahan alam, kesenian, budaya, kerajinan yang dilestarikan
hingga saat ini.

Musdes dan musrenbangdes merupakan instrumen penting dalam
pelaksanaan tata kelola Pemerintahan Desa. Musyawarah desa sangat
penting diselenggarakan untuk menetapkan Rencana Kerja Pemerintah
Desa (RKPDesa) berdasarkan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat.
Musyawarah desa dan musrenbangdes merupakan media bagi pemerintah
desa untuk menjaring aspirasi masyarakat secara luas. Pembahasan-
pembahasan dalam forum musyawarah desa dan musrenbangdes
berorientasi pada pemenuhan unsur-unsur demokrasi dalam pelaksanaan
pemerintahan desa. Dengan melibatkan masyarakat secara langsung,

perencanaan pembangunan desa dan pengelolaan keuangan desa yang



direalisasikan dan APBDes akan lebih terarah membangun desa dan
meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Yang menjadi titik tekan pada saat menentukan desa mandiri
sesuai dalam UU desa adalah penguatan dalam pemerintah desa beserta
hukum adat yang dijalankan. Upaya penguatan Kinerja pemerintah desa
dan hukum adat setempat tentu tidaklah mudah. Pemerintah desa harus
meningkatkan pemberdayaan masyarakat desa. Upaya mewujudkan
pemberdayaan masyarakat dapat dimulai dengan berbagai kegiatan sebagai
wadah untuk mengembangkan kemampuan yang ada di masyarakat agar
mengalami kemajuan, antara lain : (1) mendaur ular sampabh;
(2) menciptakan kerajinan industri rumahan; (3) pengembangan desa
wisata; (4) menghidupkan kewirausahaan di desa.®

Dalam penyusunan perencanaan anggaran Pemerintah Desa harus
mengikutsertakan masyarakat yang telah dipresentasikan ke dalam Badan
Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program-program yang dibuat
dapat mencakup kepentingan masyarakat desa, juga sesuai dengan porsi
yang dibutuhkan oleh desanya. Pemerintah desa diharapkan mampu
mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan di masyarakat desa yang menjadi
sasaran utama dengan menyediakan sarana prasarana yang diperlukan.
Pemerintah desa berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan

masyarakat salah satunya melalui pembinaan!®. Melalui pembinaan

% Lisnawati dan Soraya Lestari, Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa
Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4 No. 2
Tahun 2019

10 Ita Ulumiyah, dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat Desa, Jurnal



tersebut pemerintah desa dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat
untuk berkarya secara mandiri.

Dalam usaha mendongkrak peningkatan kesejahteraan masyarakat
desa di bidang ekonomi, UU Desa telah menjelaskan bahwa Badan Usaha
Milik Desa (BUMDes) menjadi prioritas dalam musdes dan
musrenbangdes yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dan BPD
bersama masyarakat. BUMDes lahir sebagai badan usaha yang sebagaian
besar modalnya berasal dari desa untuk mengelola aset yang dimiliki desa
dengan sebaik-baiknya serta menumbuhkan kesejahteraan masyarakat desa
dan diatur dalam peraturan desa (Perdes).

Prinsip Good Governance menjadi pijakan Pemerintah Desa dalam
pemberdayaan masyarakat sebagai upaya meningkatnya kesejahteraan
masyarakat itu sendiri. Pemberdayaan masyarakat pada dasarnya adalah
hasil penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan,
teknologi tepat guna dan inovasi baru demi kemajuan perekonomian dan
pertanian masyarakat desa. Meningkatkan pertanian dari segi kualitas
melalui pendidikan, pelatihan, penyuluhan. Pemberdayaan masyarakat
berarti mengakui instutusi yang ada di masyarakat desa serta

mengfungsikannya dengan sebaik-baiknya.!! Sehingga kelembagaan sosial

Adminisrasi Publik, Vol. 1 No. 5, hal.894.
11 Suharto, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa, Jurnal Ilmu Politik
FISIP Universitas Wahid Hasyim Semarang Tahun 2018 ISBN 978-8273-63-3, hal.53.
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kemasyarakatan menjadi hal penting yang perlu diperhatikan dalam upaya
memberdayakan masyarakat.'?

Kabupaten Bojonegoro merupakan sebuah Kabupaten di Jawa
Timur. Kabupaten Bojonegoro berbatasan langsung dengan Kabupaten
Lamongan, Nganjuk, Madiun, Ngawi, Blora dan Tuban. Kabupaten
Bojonegoro terdiri dari 28 kecamatan meliputi 11 kelurahan dan 419 desa.
Kabupaten Bojonegoro dikenal sebagai salah satu Blok Cepu, yaitu kilang
minyak bumi terbesar di Indonesia. Disamping itu, Bojonegoro juga
memiliki banyak daya tarik lain, serta pemandangan alam yang indah dan
menarik untuk didatangi. Di Kabupaten Bojonegoro juga terbentang
sungai bengawan solo, tidak heran jika masyarakatnya sebagian besar
bermata pencaharian sebagai petani. Sebagian besar wilayah yang ada di
Kabupaten Bojonegoro merupakan wilayah pedesaan. Potensi alamnya
sangat luas dan beraneka ragam. Tidak hanya sektor pertanian, tetapi
sektor pariwisata juga dikembangkan di Kabupaten Bojonegoro.
Pengembangan sektor pariwisata di Bojonegoro juga diiringi dengan
perbaikan jalan sebagai sarana mempermudah wisatawan untuk datang ke
tempat wisata. Sejak awal 2020, perbaikan jalan poros desa sudah mulai
digarap dan ditargetkan rampung di akhir tahun 2020.

Program desa wisata memang sedang tren di Kabupaten
Bojonegoro. Banyak desa yang ingin mengubah desanya menjadi destinasi

wisata. Wisata-wisata alam yang dulunya tidak terawat sekarang mulai

12 Gede Sandiasa, dkk, Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan Dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan, Locus Majalah llmiah FISIP Vol.8 No.1
Tahun 2017, hal.68.
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diperhatikan oleh pemerintah desa dan diubah menjadi tempat yang unik
dan indah untuk menarik wisatawan datang. Desa-desa yang tidak
memiliki wisata alam pun melakukan inovasi dengan membuat wisata
alam buatan yang tidak kalah menarik dan keasriannya bisa dirasakan.
Desa Wisata ini merupakan salah satu program yang mampu
dikembangkan dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat
terutama dibidang ekonomi. Harapan pemerintah agar dapat meningkatkan
pembangunan daerah dari level terbawah yaitu desa dapat terwujud salah
satunya dengan program desa wisata. Dengan tidak ada lagi desa
tertinggal, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di
Indonesia akan meningkat.

Seperti yang sedang dikembangkan oleh Pemerintah Desa
Kalianyar, desa wisata menjadi pilihan projek yang dikembangkan
bersama masyarakat desa. Wisata taman yang ada di desa Kalianyar
merupakan wisata alam buatan dengan memanfaatkan lahan kosong milik
Pemerintah Desa. Wisata yang dibuat dalam bentuk taman ini di dalamnya
terdapat kolam ikan yang mengelilingi taman, berbagai macam tanaman,
beraneka ragam permainan anak, dan food court serta hiburan lainnya.
Taman desa kalianyar yang baru dibuka oleh Pemerintah Desa Kalianyar
pada bulan Juni tahun 2020 lalu sudah ramai dikunjungi oleh masyarakat
dari berbagai wilayah di Bojonegoro.

Atas dasar itulah Pemerintah Desa Kalianyar membuat inovasi dan

trobosan berdasarkan sumber daya yang dimiliki. Dengan memanfaatkan
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lahan kosong milik Pemerintah Desa, lahan tersebut diubah menjadi wisata
alam buatan. Program desa wisata yang direncanakan oleh Pemerintah
Desa Kalianyar diharapkan menjadi wadah meningkatkan kesejahteraan
masyarakat desa kalianyar dengan melakukan pemberdayaan masyarakat.
Pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah keharusan bagi Pemerintah
Desa Kalianyar. Melalui program desa wisata kalianyar, Pemerintah Desa
Kalianyar melakukan pemberdayaan masyarakat desa dengan
memfasilitasi sarana prasarana yang dibutuhkan.

Dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat desa Kalianyar,
Pemerintah Desa melakukan tugas dan fungsinya di bidang politik
anggaran. Salah satunya dengan menyusun dan menetapkan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes). APBDes adalah rencana
penggunaan anggaran dalam kurun waktu satu tahun terhadap Pendapatan
Asli Desa (PAD) yang dipeloreh desa dan dana alokasi desa sebagai upaya
pembangunan desa. Dalam pengelolaan APBDesa yang telah disetujui
oleh Pemerintah Desa bersama BPD. Pemerintah desa bertanggung jawab
secara penuh dalam mengelola APBDesa yang telah disusun dan
diimplementasikan sebagai upaya pengembangan desa.

Taman Wisata Desa Kalianyar dikelola oleh BumDes dan
masyarakat desa Kalianyar. Pengelolaan taman wisata desa kalianyar
dikelola secara bersama-sama dengan sistem bagi hasil. Sebagian laba

yang didapatkan melalui pengelolaan taman desa masuk pada Kas Desa.
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Pemerintah Desa Kalianyar bertugas membimbing dan mengawasi
pengelolaan taman wisata desa kalianyar agar mengalami kemajuan.

Berdasarkan paparan problematika di atas, peneliti ingin menggali
bagaimana pengembangan desa wisata taman kalianyar mumbul dalam
upaya pemberdayaan masyarakat, bagaimana strategi pemerintah desa
dalam mengembangkan desa wisata taman kalianyar mumbul sehingga
tercapainya pemberdayaan masyarakat, serta hambatan apa saja yang
dialami pada saat pengembangan desa wisata taman kalianyar mumbul
dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa Kalianyar.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengembangan desa wisata Taman Kalianyar Mumbul
dalam upaya pemberdayaan masyarakat oleh Pemerintah Desa
Kalianyar ?

2. Apa strategi Pemerintah Desa Kalianyar dalam mengembangan desa
wisata Taman Kalianyar Mumbul sehingga tercapainya pemberdayaan
masyarakat ?

3. Apa faktor penghambat pengembangan desa wisata Taman Kalianyar
Mumbul dalam upaya pemberdayaan masyarakat di desa kalianyar ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengembangan desa wisata Taman
Kalianyar Mumbul dalam upaya pemberdayaan masyarakat oleh

Pemerintah Desa Kalianyar.
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2. Untuk mengetahui strategi Pemerintah Desa Kalianyar dalam
mengembangan wisata Taman Kalianyar Mumbul sehingga
tercapainya pemberdayaan masyarakat.

3. Untuk mengetahui faktor penghambat pengembangan desa wisata
Taman Kalianyar Mumbul dan pemberdayaan masyarakat di desa
kalianyar.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan untuk
penelitian-penelitian  selanjutnya dan  mempermudah  proses
pembelajaran.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai acuan untuk
pemerintah desa dalam meningkatkan pemberdayaan masyarakat
melalui program desa wisata dan dapat membangkitkan perekonomian
serta kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat
desa.

E. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana Pemerintah Desa Kalianyar,
BUMDes dan masyarakat mengembangkan desa wisata Taman Kalianyar
Mumbul dalam upaya pemberdayaan masyarakat desa Kalianyar.

F. Definisi Konseptual
1. Desa Wisata

Desa Wisata adalah wilayah pedesaan yang dijadikan sebagai

kawasan objek wisata karena memiliki beberapa perbedaan dengan daerah
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lain sehingga menjadi daerah tujuan wisata.'® Tradisi dan budaya yang ada
di wilayah tersebut masih asli. Kearifan lokal yang masih asli dan terjaga
seperti makanan khas, sistem sosial, dan lingkungan yang masih asli
menjadi daya tarik tersendiri sehingga cocok dijadikan sebagai kawasan
wisata.

Dalam perkembangan pariwisata yang semakin maju di Indonesia,
dengan munculnya desa wisata yang semakin hari semakin banyak di
berbagai daerah dengan manajemen pengelolaan yang sudah baik dan
terorganisir pula secara matang. Pengelolaan desa wisata juga sudah
dimodifikasi dengan memanfaatkan kemajuan teknologi seperti internet,
web site, dan sosial media lainnya yang kekinian agar masyarakat dapat
melihat kearifan lokal yang disajikan oleh pengelola desa wisata sehingga
tertarik untuk mengunjungi desa wisata tersebut. Dengan mempromosikan
tempat wisata dalam bentuk foto maupun vidio akan lebih efektif menarik
perhatian masyarakat.4

Selanjutnya desa wisata dapat didefinisikan sebagai bagian dari
gabungan sebuah akomodasi, atraksi dan fasilitas-fasilitas yang tersaji
dalam tatanan kehidupan masyarakat kemudian menjadi satu dalam tradisi,

budaya dan hukum adat yang berlaku.'® Terdapat pula tiga komponen

13 Faris Zakaria dan Rima Dewi Suprihardjo, Konsep Pengembangan Kawasan Desa Wisata di
Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan, Jurnal Teknik POMITS, Vol.3 No.2
Tahun 2014, hal.245.

“Dewi Citra L. dan Ya’taufiq Kurrahman, Peran Pemerintah Desa Dalam Mengelola Wisata
Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon,
Kabupaten Malang, ISSN 2407-6884 Vol. 9 No. 2 Tahun 2019, hal. 162.

15Ade Jafar Sidig dan Risna Resnawaty, Pengembangan Desa Wisata Berbasis Partisipasi
Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Lingarjati,Kuningan,Jawa Barat, ISSN: 2442-4480, Vol.4,
No.1, hal.39-40.
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penting dalam pengembangan desa wisata, yaitu: pertama, akomodasi,
artinya lingkungan yang berkembang sesuai tempat tinggal masyarakat
atau sebagian dari tempat tinggal masyarakat setempat. Kedua, atraksi,
artinya seluruh aktivitas sehari-hari masyarakat sekitar juga kondisi lokasi
desa secara fisik yang memungkinkan terintegrasi dengan pengunjung
sebagai partisipasi aktif.

Prinsip dasar pengembangan desa wisata yang harus dilakukan
adalah melakukan perbaikan fasilitas wisata yang diperlukan serta
pelayanan di lingkup desa. Semua fasilitas dan pelayanan wisata tersebut
dikelola sendiri oleh penduduk desa secara kolektif atau bersama-sama.
Pengembangan desa wisata didasarkan pada potensi alam yang dimiliki
oleh desa diiringi dengan budaya turun-temurun atau tradisional kemudian
dikembangkan sebagai daya tarik bagi wisatawan.

Pengembangan desa wisata dinilai efektif untuk mengangkat serta
memberi peluang bagi masyarakat desa agar bisa memperkenalkan
keunikan yang ada di desanya sehingga mereka dapat meningkatkan
kualitas hidupnya. Tingkat partisipasi masyarakat desa juga meningkat
dengan ikut serta dalam pembangunan desa wisata dan masyarakat desa
menajdi lebih peduli dengan lingkungan desanya agar pengembangan desa
wisata dapat semakin berkembang dan mendatangkan banyak wisatawan.
Dengan demikian perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa bisa

terangkat.
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Desa yang mampu mengolah kekayaan alam menjadi sesuatu yang
memiliki daya tarik dan bernilai guna merupakan desa yang mandiri.
kekayaan alam yang dikelola dengan baik dan diubah menjadi destinasi
wisata alam akan menjadi ciri khas suatu desa serta menandakan
masyarakatnya memiliki kemampuan dan kemauan untuk mencapai
kesejahteraan khususnya ekonomi. Selain pengembangan sumber daya
alam, pemerintah desa juga perlu mendorong terbentuknya UMKM di
kalangan masyarakat. UMKM adalah badan usaha yang dikelola oleh
masyarakat secara perorangan, rumah tangga, maupun badan usaha skala
kecil secara produktif dan berkelanjutan yang mendorong peningkatan
perekonomian bagi masyarakat sekitar.®

Penguatan di sektor pariwisata melalui desa wisata merupakan
bagian dari rencana atau usaha Pemerintah Pusat meningkatkan
perekonomian Indonesia di masa pandemi. Desa wisata diharapakan dapat
meningkatkan taraf hidup masyarakat desa secara tepat sasaran yang
sebelumnya tidak dapat dijangkau oleh Pemerintah Pusat.

2. Pemerintah Desa

Berdasarkan perkembangan desa, desa bertransformasi sangat
efektif menjadi jaringan kebijakan ( policy network ) bagi negara.
Karakteristik desa dengan budaya lokal nya memberi ruang untuk negara

dalam menjalankan tugas dan kewajiban dalam konteks pembangunan

16 Lisnawati dan Soraya Lestari, Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa
Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 2
Tahun 2019.
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nasional. Sebagai jaringan kebijakan, tujuan utama pemerintah desa adalah
pemerataan pembangunan di desa.’

Jika dilihat dari segi sosial, kearifan lokal secara turun temurun yang
diselenggarakan oleh pemerintah desa dipercaya sebagai sumber hukum
adat serta pedoman masyarakat dalam bersosialisasi dengan lingkungan
sekitar. Jika dari segi politik, pemerintah desa melaksanakan tugas dalam
bidang pemerintahan dan melakukan otonomi penuh terhadap pemerintah
desa. Kepala desa yang terpilih dalam pemilu menjadi representasi suara
rakyat dan diyakini mampu memimpin desa menjadi lebih sejahtera.
Secara ekonomi, pemerintah desa juga memiliki hak secara penuh dalam
mengelola kekayaan yang dilimiki baik alam, maupun manusia sebagai
upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Yang membedakan pemerintah pusat dengan pemerintah desa hanya
pada penyelenggarakan fungsi di bidang politik. Fungsi penganggaran
(budgeting), fungsi pengawasan (controlling), dan fungsi legislasi
dilakukan oleh BPD. Anggota BPD terdiri dari tokoh masyarakat desa
setempat yang dipilih melalui musyawarah desa.

Tahap perencanaan pembangunan desa diselenggarakan oleh
pemerintah desa bersama BPD, lembaga pemasyarakatan desa, dan
perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat desa secara aktif dan

partisipatif.  Perencanaan pembangunan desa dilakukan dengan

17 Sri hartini Jatmikowati dan Titot Edy Suroso, Desa dan Legitimasi Keberadaan Sosial: Telaah
Implementasi Kebijakan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Kabupaten Malang,
Jurnal limu Administrasi Vol. 1 No. 2 Oktober 2016.
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menggunakan dan

mengalokasikan sumber daya yang dimiliki serta

alokasi dana desa guna mencapai tujuan pembangunan desa.'®

Tabel 1. Wewenang desa dalam UU No0.32/2004 dan UU No. 6/2014%°

UU No. 32 Tahun 2004

UU No. 6 Tahun 2014

1. Urusan pemerintahan yang
sudah ada berdasarkan hak asal-

usul desa

Kewenangan berdasarkan hak asal

usul

2. Urusan pemerintah yang

menjadi kewenangan
pemerintahan  kabupaten/kota
yang diserahkan pengaturannya

kepada desa

Kewenangan lokal berskala besar

3. Tugas pembantuan dari
pemerintah, pemerintah provinsi
dan/atau pemerintah

kabupaten/kota

Kewenangan yang ditugaskan oleh
pemerintah, pemerintah daerah
provinsi, atau pemerintah daerah

kabupaten/kota

18 Lisnawati dan Soraya Lestari, Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam Pengembangan Desa
Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh Besar, Jurnal Administrasi Publik, Vol. 4, No. 2
Tahun 2019, 162.

19 Sutoro Eko, Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, Semangat UU Desa, (Jakarta: Kemerntrian
Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia, 2015), hal.106.
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4. Urusan pemerintahan lainnya | Kewenangan lain yang ditugaskan
yang oleh peraturan perundang- | oleh  pemerintah,  pemerintah
undangan diserahkan kepada | daerah provinsi, atau pemerintah
desa kabupaten/kota  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-

undangan

Sumber: Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik
Indonesia.

Tujuan dari otonomi daerah adalah mengutamakan keseragaman
dalam hal pembangunan. Bagir Manan dalam Darmini Roza dan
Laurensius mengemukakan bahwa?® interaksi antara pemerintah pusat
dengan pemerintah daerah yang sifatnya bertingkat satu pihak, berhadapan
dengan pemahaman yang bersifat sejajar di lain pihak. Di sisi lain
ketidakpastian asas dekonsentrasi di dalam Pasal 18 UUD pasca
amandemen kedua akan memunculkan persoalan baru antara pemerintah
pusat dan pemerintah daerah yang berasal dari hubungan keuangan,
kewenangan, pengawasan dan hubungan yang timbul akibat organisasi
pemerintahan yang ada di daerah.

Pemberian mandat kepada kelompok-kelompok masyarakat di
masing-masing wilayah mendorong masyarakat ikut berpartisipasi
membangun daerahnya. Dengan demikian akan terwujud kesatuan dalam

keragaman dan keragaman dalam kesatuan. Pengakuan terhadap kesatuan

20 Bagir Manan dalam Darmini Roza dan Laurensius A, Peran Badan Permusyawaratan Desa di
Dalam Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa, Jurnal PJIH Vol. 4 No. 3 Tahun
2017, hal.608.
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masyarakat hukum adat termasuk desa beserta hak-hak tradisionalnya
harus didasarkan pada prinsip tetap dalam bingkai Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwasannya
penyelenggaraan pemerintah desa berdasarkan asas kepastian hukum,
keterbukaan, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, partisipatif. Kesadaran
pemerintah tentang adanya akuntabilitas dan prinsip—prinsip Good
Governance, pemerintah mulai mewujudkan kinerja pemerintahan yang
baik menuju Good Governance.?! Penerapan prinsip Good Governance
mampu  meminimalisir praktek penyalahgunaan kekuasaan dan
pengambilan keputusan yang salah dalam suatu organisasi, Sehingga
dapat meningkatkan kinerja manajerial suatu organisasi. Prinsip Good
Governance menjadi pijakan Pemerintah Desa dalam pemberdayaan
masyarakat sebagai upaya meningkatnya kesejahteraan masyarakat itu
sendiri. Pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya pengembangan
kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan
pengetahuan, sikap, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta keahlian dalam
mengolah sumber daya yang ada melalui program yang telah ditetapkan
oleh Pemerintah. Pemberdayaan masyarakat pada prinsipnya Yyaitu
menerapkan hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,
teknologi tepat guna, dan temuan baru untuk kemajuan ekonomi dan

pertanian masyarakat desa. Meningkatkan kualitas pemerintahan dan

21 Kadek Indah Widasari, Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi Terhadap Kinerja
Manajerial Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa Badung, Jurnal Akutansi Universitas
Udayana Vo.22 No.2 Februari 2018,hal.1312.
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masyarakat desa melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
Pemberdayaan masyarakat mengakui dan memfungsikan institusi asli
dan/atau yang sudah ada di masyarakat Desa.?? Oleh karena itu tidak kalah
pentingnya dalam upaya memberdayakan masyarakat adalah kelembagaan
sosial kemasyarakatan, yang telah tumbuh berkembang sekian lamanya
dalam masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan tobosan atau
perubahan.®

3. Konsep Pemberdayaan Masyarakat

Pembangunan pada dasarnya ingin mendirikan kemandirian dalam
pembangunan daerah pedesaan. Salah satu mandat Pemerintah adalah
membangun daerah pedesaan yang produktif dan beraneka ragam usaha
yang ada di desa, meningkatkan sarana prasarana perekonomian desa,
memperkuat lembaga perekonomian desa sehingga memperkuat
produktivitas dan pemasaran, dan mendorong pengolahan sumber daya
sebagai dasar pertumbuhan perekonomian pedesaan. Kesemuanya
memiliki tujuan memperbesar peluang bagi daerah pedesaan untuk
meningkatkan kemampuan dalam bidang ekonomi sebagai penopang

ekonomi regional dan nasional.?*

22 Suharto, Pemberdayaan Masyarakat Desa Dalam Implementasi UU Desa, JISIP Universitas
Wahid Hasyim Semarang Tahun 2018 ISBN 978-602-8273-63-3, hal. 53

23 Gede Sandiasa, dkk, Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam Meningkatkan
Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Pedesaan, Locus Majalah IImiah Fisip, Vol. 8 No. 1
Tahun 2017, hal.68.

24 Kadek Darwita dan Dewa Nyoman R, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam
Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan-Penanggulangan Di desa Tejakula Kecamatan
Tejakula Kabupaten Buleleng, Jurnal Locus Majalah Fisip VVol. 9 No. 1 Tahun 2018, hal. 51-52.
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Pemberdayaan menurut Lowe®® dalam Rahman Mulyawan adalah
suatu proses yang ditimbulkan akibat otonomi, motivasi dan keterampilan
yang dimiliki oleh indiividu untuk melalukan pekerjaan dan memberikan
hak atas kepemilikan dan pemenuhan. Sedangkan Suhartono?® menuturkan
definisi pemberdayaan adalah suatu keterampilan, pengetahuan, dan
kekuasaan yang diberikan kepada seseorang agar dapat mengubah
kehidupannya beserta orang lain serta bertanggung jawab terhadapnya.
Dalam kata pemberdayaan terdapat makna pengalokasian kekuasaan, yang
merupakan peoses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah
kegiatan yang dilakukan untuk mempertahankan kekuasaan individu
maupun kelompok yang lemah atau sedang dalam lingkaran kemiskinan.
Sedangkan, pemberdayaan sebagai tujuan yaitu kegiatan-kegiatan yang
telah dilandaskan pada tujuan yang ingin dicapai, dimana kegiatan tersebut
diharapakan bisa menjadi solusi atas permasalahan di masyarakat,
meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan partisipasi
masyarakat, aktif dalam kegiatas sosial yang ada di desa sehingga
berdampak positif terhadap pengembangan dan kemajuan desa.
Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat

lemah dan mampu memenuhi kehidupannya secara mandiri.

% Lowe, 1995 dalam Rahman Mulyawan, Masyarakat, wilayah dan pembangunan, UnpadPress:
20186, hal. 64.

% Suhartono, 2005 dalam Rahman Mulyawan, Masyarakat, wilayah dan pembangunan,
UnpadPress: 2016, hal.64-65.
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Pemberdayaan masyarakat merupakan pembangunan masyarakat
yang berpusat di masyarakat dan digerakkan pula oleh masyarakat.?’
Pemberdayaan masyarakat secara sederhana dijelaskan sebagai rangkaian
kegiatan memberdayakan kelompok lemah agar memiliki kekuatan dalam
memenuhi keperluan hidupnya terutama mandiri secara finansial serta
mendorong masyarakat agar ikut serta dalam kegiatan sosial.?®

Seperti ungkapan Sumodiningrat?®® bahwa “pemberdayaan
masyarakat memiliki hubungan erat dengan upaya penanggulangan
problem-problem pembangunan, misalnya pengangguran, kemiskinan, dan
kesenjangan sosial yang terjadi di masyarakat. Salah satu upaya
pemberdayaan masyarakat yang harus coba dilakukan adalah menggali
potensi yang ada di masyarakat, mengembangkan serta memberdayakan
masyarakat sebagai upaya penanggulangan pengangguran. ”

Intisari dari pemberdayaan masyarakat menurut Widjaja adalah
upaya menghidupkan kembali segala potensi yang ada di desa untuk
mencapai sebuah tujuan tertentu. Kreatifitas, inovasi, motivasi, inisiatif,
sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan meningkatkan perekonomian
dan kesejahteraan masyarakat desa. Setelah itu, upaya mewujudkan
pemberdayaan masyarakat dapat dilakukan oleh BUMDes dengan unit

kerja yang menjadi wewenang BUMDes. Dengan pengembangan desa

27 |bid, hal.66.

28 Edi Suharto, Membangun Masyarakat Memberdayaan Rakyat Kajian Strategis Pembangunan
Kesejahteraan Sosial dan Pekerja Sosia,l (Bandung: Ptrevika Aditam, 2005), hal.60.

29 Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana, Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam
Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan-Pengangguran Di Desa Tejakula Kecamatan
Tejakula Kabupaten Buleleng, Jurnal Locus Majalah Ilmiah Fisip Vol. 9 No. 1 Tahun 2018,
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wisata, harapan pemerintah desa adalah menjadi desa mandiri secara
ekonomi dan kesejahteraan masyarakat desa.°
Secara substansial pemberdayaan berarti proses memutus relasi
antara subjek dan objek. Proses ini lebih menitik beratkan pengakuan
subjek atas potensi dan kemampuan yang dimiliki objek. Secara umum
proses ini lebih melihat seberapa pentingnya pendistribusian kekuatan
(power) dari subjek ke objek. Hasil dari pemberdayaan adalah peralihan
fungsi dari individu adalah objek berubah menjadi subjek baru, sehingga
realisasi sosial yang ada hanya akan menandakan realisasi antara subjek
dengan subjek yang lain.3
Terdapat tiga cara yang dilakukan dalam upaya meningkatkan
pemberdayaan masyarakat, antara lain:32
1) Menciptakan suasana dan iklim yang kondusif demi
berkembangnya potensi yang ada di masyarakat. Kondisi ini
didasarkan pada asumsi bahwasanya setiap potensi yang dimiliki
individu atau masyarakat dapat dikembangkan. Makna utama dari
kemandirian dan pemberdayaan masyarakat adalah keyakinan
setiap individu terhadap potensi yang mereka miliki dan cara
mengorganisasikan  dirinya  sendiri  dalam  pemberdayaan

masyarakat.  Pemberdayaan  masyarakat  bertumpu  pada

%0Retno Dewi Pramodia Ahsani, dkk, Penerapan Konsep Community Bsed Tourism (CBT) Di
Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan Kemandirian Desa, Jurnal Administrasi Publik,
Vol. 3 No. 2 Tahun 2018, hal.138.

31 Dodi Faedhulloh, dkk, Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) Berbasis Pemberdayaan
Masyarakat, Jurnal Adminisrasi Publik, Vol. 4 No. 1 Tahun 2019, hal.32.

32 |bid, hal.32-33.
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2)

3)

kemandirian-kemandirian setiap individu yang kemudian semakin
luas hingga ke organisasi

Melakukan penggalian keunggulan yang ada di masyarakat,
menampung segala aspirasi masyarakat, ketersediaan sarana
prasarana yang mudah diakses oleh masyarakat dari segala lapisan.
Pemberdayaan masyarakat dapat diartikan sebagai melindungi
kaum lemah agar dapat meingkatkan taraf hidupnya dan membela
kepentingan masyarakat. Proses pemberdayaan masyarakat
merupakan implementasi dari nilai-nilai sosial yang memberikan

keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

G. Sistematika Pembahasan

Penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu:

1.

Pertama Pendahuluan, berisi penjelasan mengenai latar belakang,
rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan fokus
penelitian.

Kedua Landasan Teori, berisi tentang penelitian-penelitian
sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian ini. Kemudian
menjelaskan berbagai aspek secara teoritis yang mampu menjelaskan
kerangka berpikir dalam penelitian ini agar mudah dipahami.

Ketiga Metode Penelitian, berisi tentang pendekatan yang digunakan,
teknik pengumpulan data, sumber data yang dibutuhkan dalam

penelitian, teknik penentuan informan, dan teknik analisis data.
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4. Keempat Hasil dan Pembahasan, pada bab ini menyajikan hasil
penelitian yang telah diperoleh di lapangan mengenai Pengembangan
Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul Dalam Upaya Pemberdayaan
Masyarakat Oleh Pemerintah Desa Kalianyar.

5. Kelima Penutup, berisi kesimpulan dan saran baik bagi Pmerintah
Desa, BUMDes, dan masyarakat desa kalianyar agar pengelolaan
Wisata Taman Kalianyar Mumbul semakin baik dan meningkatkan

pemberdayaan masyarakat.
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BAB Il

LANDASAN TEORI

A. Kajian Pustaka

Berikut ini beberapa penelitian yang pernah dilakukan terkait

dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti demi menghindari

kesamaan fokus penelitian:

Pengembangan Badan

Usaha Milik Desa
(BUMDes) Di Desa
Gogik Kecamatan
Ungaran Barat
Kabupaten Semarang”
(Skripsi Universitas
Negeri Semarang
Tahun 2017).

. Tujuan

No. Nama dan Judul Hasil Penelitian
Penelitian
1. | Priyo  Tri Isyanto a. Fokus penelitian
“Pemberdayaan pemberdayaan masyarakat yang
Masyarakat ~ Melalui dilakukan pihak-pihak terkait

mellaui BUMDes.

penelitian untuk
mengetahui pemberdayaan
nasyarakat melalui pihak-pihak
terkait melalui pengembangan
BUMDes di desa Gogik.

Hasil Penelitian :

a) Pemberdayaan masyarakat
melalui LKD dengan melakukan
pelatihan kewirausahaan serta

pemberian modal kepada
masyarakat;

b) Melalui PAB dilakukan
kegiatan Mud Banyu dan
kegiatan sosial pemuda RT desa
Gogik;

c) Pemberdayaan masyarakat
melalui wisata curug semirang
dilakukan dengan menanam
pohon, kegiatan bersih-bersih
tempat wisata, dan pelengkapan
sarana prasarana.

d) Pemberdayaan masyarakat
dan tahap monitoring serta
evaluasi belum daapat dilakukan
secara maksimal.

e) BUMDes dilakukan dengan
prinsip membangun kerjasama,
partisipatif, emansipatif,
transparatif, akuntabel, dan

29




sustainabel.

Kristina Korniti Kila
“Pengelolaan Alokasi

Dana Desa Dalam
Meningkatkan
Pemberdayaan
Masyarakat Di Desa

Miau Baru Kecamatan
Kongbeng Kabupaten
Kutai Timur”

(Jurnal Admnistrasi
Negara Volume 5,
Nomor 1 Tahun 2017).

Tujuan  penelitian untuk
mengetahui bagaimana
pengelolaan Alokasi Dana Desa
dalam mengingkatkan
pemberdayaan masyarakat
maupun  faktor  penghambat
dalam pengelolaan ADD dalam
meningkatkan ~ pemberdayaan
masyarakat di desa Miau Baru.

Hasil penelitian : secara umum
pemberdayaan masyarakat yang
ada di desa Miau Baru melalui

pengelolaan  ADD  kurang
berjalan lancar, dalam tahap
perencanaan tidak serta

melibatkan masyarakat dan pada

tahap pelaksanaan anggaran
tidak berjalan sesuai dengan
perencanaan  anggaran yang
ditetapkan sebelumnya.
Dewi Citra Larasati Tujuan penelitian : megetahui
dan Ya’taufiq peran pemerintah desa dalam
Kurrahman meningkatkan PAD di desa
“Peran Pemerintah Bendosari melalui wisata hutan
Desa Dalam pinus.
Mengelola Wisata Hasil  penelitian peran
Hutan Pinus Untuk pemerintah  desa  Bendosari
Meningkatkan dalam meingkatkan
Pendapatan Asli Desa pemberdayaan masyarakat
Di Desa Bendosari, adalah  dengan melalukan
Kecamatan Pujon, sosialisasi dan  perencanaan

Kabupaten Malang ”

(Jurnal  Administrasi
Publik ~ Volume 9
Nomor 2 Tahun 2019).

pembangunan kawasan wisata

hutan pinus, membentuk
POKDARWIS, menggunakan
sosial media sebagai alat

promosi dan mengunjungi desa
wisata lainnya. Namun, kondisi
musim yang berubah terutama
musim hujan dan kesadaran juga
kemampuan masyarakat sekitar
yang masih rendah dalam
mengelola wisata hutan pinus
sehingga masih perlu pelatihan
dan pendampingan dari
pemerintah desa Bendosari.
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Lisnawati dan Soraya
Lestari

“Analisis Faktor
Pembangunan  Desa
Dalam Pengembangan
Desa Mandiri
Berkelanjutan  Pada
Desa Bunghu Aceh
Besar”

(Jurnal [Imu
Administrasi Volume 4
Nomor 2 Tahun 2019)

Tujuan penelitian : menganalisis
faktor-faktor pembangunan desa
mandiri berkelanjutan di desa
Bunghu Aceh Besar.

Hasil penelitian : kemandirian
desa  menjadi tolak  ukur
pembangunan ekonomi suatu
desa. Desa mandiri adalah desa
yang dapat menghasilkan sebuah
output yang bersumber dari
kekayaan alam yang dimiliki
yang diolah atau dikembangkan
sendiri oleh masyarakat. Namun
hambatan yang dialami adalah
sumber daya manusia di Aceh
masih rendah dan belum mampu
mengelola seumber daya alam
secara maksimal. Diharapakan
pemerintah desa Bunghu dapat
mengelola dana desa untuk
inovasi dengan dikeluarkannya
Uu.

Anis Rahmawati, dkk
“Manajemen Dana
Desa Di Desa Girirejo
Kecamatan

Kaliangkrik,
Kabupaten Magelang
Tahun 2018”
(Jurnal Imu
Administrasi  Publik
Volume 4 Nomor 2
Tahun 2019)

Tujuan penelitian : mengetahui
dan menganalisis pengelolaan
dana desa di desa Girirejo
menggunakan Teori dari GR

Terry. Dala teori tersebut
terdapat empat  aspek
(1)Perencanaan;

(2)Pengorganisasian;
(3)Penggerak; (4) pengendalian.
Hasil penelitian : pengelolaan
dana desa di desa Girirejo sudah
baik. Setiap aspek pengelolaan
sejalan dengan tujuan program
dana desa. Masyarakat juga ikut
terlibat dalam pengelolaan dana
desa. Faktor penghambat
kegiatan program dana desa
antara lain cuaca, material dan
medan yang sulit dijangkau.

Mayuko Galuh .M dan
Heru Susesno
“Optimalisasi
Penyelenggaraan
Pemerintah Desa”

Tujuan penelitian : menganalisis
pentingnya penyelenggaraan
pemerintahan desa  dalam
mengimplementasikan UU No. 6
Tahun 2014 dengan
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(Journal Oof
Transformative,
Volume 4, Nomor 1
Tahun 2018)

menggunakan teori Rasional
Birokrasi Marx Weber.
Hasil Penelitian : regulasi yang

memberi tanggungjawab cukup

besar kepada desa harus
diimbangi dengan
penyelenggaraan pemerintahan
desa yang komitmen agar

terciptanya pemerintahan yang
baik. Dalam mengimplementasi
kebijakan  tersebut ternyata
masih terjadi penyelewengan
terhadap penyelenggaraan
alokasi dana desa  oleh
pemerintah desa.

Akhmad Rafi’i, dkk

Tujuan  penelitian untuk

“Implementasi menjelaskan dan menganalisis
Undang-Undang permasalahan kurangnya daya
Republik Indonesia tarik pada badan
Nomor 6 Tahun 2014 permusyawaratan desa untuk
Tentang Desa (Studi memposisikan diri.
Pada Fungsi Badan Hasil  penelitian Badan
Permusyawaratan Permusyawaratan Desa di Desa
Desa Di Desa Bintang Bintang Ninggi Il Kecamatan
Ninggi Il Kecamatan Teweh  Selatan  Kabupaten
Teweh Selatan Barito Utara telah melakukan
Kabupaten Barito fungsi  pengawasan  sebagai
Utara)” mana mestinya. Proses
(JAP,  Volume 6, pengawasan tidak hanya dalam
Nomor 1 Tahun 2020) pengamatan namun ikut serta
dalam pelaksanaan agar
mencegah adanya pelanggaran
dan penyelewengan.
Ingga Purwanti Tujuan  penelitian untuk
“Strategi  Kelompok mengetahui strategi kelompok
Sadar Wisata Dalam sadar wisata (POKDARWIS)
Penguatan Desa dalam penguatan desa wisata di
Wisata” kampung wisata kungkuk Desa
(JISIP,  Volume 8, Punten, Kecamatan Bumiaji,
Nomor 3 Tahun 2019) Kota Batu.
Hasil penelitian : hasil penelitian
menunjukkan dengan
membentuk POKDARWIS
sehingga dapat  membantu

pengajuan bantuan sarana dan
prasarana dalam bentuk fasilitas-
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fasilitas kepada Dinas Pariwisata
dan sebagai media untuk
mempromosikan kawasan wisata
kungkuk.

9. | Edhi Martono Tujuan penelitian : memahami
“Pemberdayaan keberlangsungan proses
Masyarakat ~ Melalui pemberdayaan masyarakat
Pengembangan Desa melalui pengembangan desa
Wisata Dan wisata di  Desa  Wisata
Implikasinya Terhadap Panglipuran dan implikasinya
Ketahanan Sosial terhadap  ketahanan  sosial
Budaya Wilayah” budaya wilayah.

(Skripsi Universitas Hasil penelitian :

Gadjah Mada Tahun ada tiga tahap pemberdayaan

2017) masyarakat desa wisata
panglipuran, yaitu :
(1) penyadaran;
(2) pengkapasitasan;
(3) pemberian daya.
Pemberdayaan masyarakat
dengan melibatkan partisipasi
masyarakat mulai dari
perencanaan, implementasi, dan
evaluasi. Hambatan yang
dialami adalah upaya
mempertahankan budaya dan
tradisi yang mulai tergerus arus
modernisasi, sikap masyarakat,
sumber daya manusia Yyang
terbatas, dan  kurangnya
kegiatan promosi karena
ketersediaan akomodasi wisata
pula yang masih kurang.

10. | Evliyani Tujuan penelitian sebagai
“Pemberdayaan upaya mengembangkan potensi
Masyarakat ~ Melalui yang ada dan meningkatkan
Anggaran Dana Desa partisipasi masyarakat, dengan
(ADD) Di Desa cara  mendorong,  memberi
Wayharu  Kecamatan motivasi guna meningkatkan
Bangkunat Belimbing kesadaran akan potensi yang
Kabupaten Pesisir masyarakat  miliki  sehingga
Barat” dapat memberikan kontribusi
(Skripsi  UIN Raden positif bagi desa.

Intan Lampung Tahun Hasil penelitian : dilihat dari
2017) seberapa  besar partisipasi

masyarakatnya tergolong baik
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dalam  tahap  perencanaan,

pelaksanaan maupun
pengawasan, serta evaluasi.
Partisipasi masyarakat

mengingkat akibat kesadaran
masyarakat yang semakin besar
untuk  melakukan perubahan
serta memberikan  kontibusi
terhadap pengelolaan dana desa
agar transparansi anggaran dan
akuntabilitas dalam pemanfaatan
ADD dapat terwujud.

Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan bahwa sejak
dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah
merubah tata kelola Pemerintah Desa. Pemerintah Desa berupaya
meningkatkan kemandirian desa dengan mengikutsertakan masyarakat
dalam menjalankan program-program pemerintah desa. Upaya pemerintah
desa meningkatkan kualitas manusianya agar dapat mengolah sumber daya
alam yang dimiliki serta mampu mengelola anggaran dana desa.
Keterlibatan masyarakat menjadi tolak ukur kemandirian suatu desa
sehingga masyarakat dituntut aktif mengawal program pemerintah desa
mulai dari tahap perencanaan, pengelolaan, pengawasan sampai evaluasi.
Dengan demikian akan terbentuk pula tata kelola yang baik dari aspek
penganggaran, implementasi dan kontrol terhadap penggunaan anggaran
dana desa yang transparan dan akuntabel.

Perbedaan penelitian terhadulu dengan penelitian ini adalah
peneliti ingin melihat strategi Pemerintah Desa dalam pengembangan desa

wisata Taman Kalianyar Mumbul dari segi APBDes dan proses
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pemberdayaan masyarakat desa wisata dari sudut pandang masyarakat dan
bagaimana Pemerintah Desa Kalianyar dapat mewujudkan pemberdayaan
masyarakat melalui program desa wisata dan inovasi yang dibuat oleh
BUMDes dan masyarakat sebagai pengelola Taman Wisata Kalianyar
Mumbul. Selain itu, peneliti juga bertujuan untuk menjelaskan hambatan-
hambatan serta solusi yang ditawarkan.

B. Kerangka Teori
1. Teori Stakeholder

Stakeholders dibagi ke dalam tiga (3) kelompok menurut Maryono
dalam penelitian Fitri Handayani dan Hardi Warsono, yaitu: *
a. Stakeholders Primer
Yang dimaksud dengan stakeholders primer adalah
stakeholders yang secara langsung merasakan dampak positif
maupun negatif dari suatu perencanaan dan memiliki kepentingan
tersendiri  dalam  kegiatan yang sedang direncanakan.
Stakeholders peimer harus dilibatkan secara penuh dalam setiap
proses dan tahapan kegiatan. Dalam penelitian ini stakeholders
primer adalah BUMDes selaku penerima mandat sebagai
pengelola Taman Wisata Kalianyar Mumbul.
b. Stakeholders Kunci
Stakeholders kunci adalah stakeholders yang mempunyai

kewenangan secara legal dalam pengambilan keputusan. Dalam

33Maryono dalam Fitri Handayani dan Hardi Warsono, Analisis Peran Stakeholders Dalam
Pengembangan Objek Wisata Pantai Karanag Jahe Di Kabupaten Rembang, Journal Of Publik
Policy and Management, Vol. 6, No. 3 Tahun 2017, hal. 2.
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penelitian ini stakeholders kunci adalah Pemerintah Desa
Kalianyar.
Stakeholders Pendukung

Stakeholders pendukung adalah stakeholders yang tidak
mempunyai kepentingan langsung terhadap kegiatan yang sedang
direncanakan namun memiliki rasa kepedulian yang besar
terhadap pembangunan. Dalam penelitian ini stakeholders
pendukung adalah masyarakat desa yang bergabung dalam
pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul sebagai pelaku usaha,

penanam modal, dan karyawan.

Peran Stakeholders yang telah dikemukakan oleh Nugroho dalam

program pembangunan dikelompokkan berdasarkan peranannya, sebagai

berikut:3*

1) Pembuat Kebijakan (Policy Creator), yaitu stakeholders yang

berperan sebagai pengambil keputusan dan menentukan kebijakan.

2) Koordinator, yaitu stakeholders yang berperan melakukan koordinasi

terhadap stakeholders lain yang terlibat.

3) Fasilitator, yaitu stakeholders yang memfasilitasi dan menyediakan

segala kebutuhan kelompok sasaran.

4)

Implementer, yaitu stakeholders yang berperan sebagai pelaksana

kebijakan termasuk didalamnya kelompok sasaran.

% 1bid, hal. 3.
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5) Akselerator, yaitu stakeholders yang berperan memberikan kontribusi
sehingga mempercepat suatu rencana dapat dilaksanakan tepat sasaran dan
tepat waktu.

Dalam teori stakeholders pemerintah daerah dalam hal ini
pemerintah desa memiliki stakeholders yang memiliki hubungan timbal
balik antara satu pihak dengan pihak lain yang akan membawa pengaruh
satu sama lain dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Pemerintah desa
menajdi  stakeholders yang pengaruhnya cukup besar terhadap
pembangunan di desa. Maka dari itu dengan kekayaan alam yang ada
dapat mendorong pembangunan secara maksimal dengan perencanaan
yang tepat dan optimal sehingga dapat memudahkan dalam pelaksanaan
kegiatan.®®

2. Teori Anggaran

Anggaran menurut Mardiasmo® adalah suatu proses atau usaha
yang dikerjakan oleh kelompok atau organisasi di sektor publik untuk
pengalokasian sumber daya yang dimiliki pada kebutuhan-kebutuhan yang
tidak terbatas. Anggaran merupakan estimasi kinerja yang ingin dicapai
dalam batas waktu tertentu yang diukur dalam ukuran finansial.
Perencanaan strategi dan perumusan kebijakan dapat dilihat dalam bentuk
perencanaan anggaran. Mardiasmo kembali menjelaskan bahwa anggaran

merupakan penjelasan tentang kegaiatan yang harus dilakukan oleh

% Rifka Ramadhani dan Mia Angelina Setiawan, Pengaruh Regulasi, Politik Anggaran,
Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan Barang/Jasa Terhadap
Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi Sumatera Barat, Jurnal Eksplorasi Akuntansi
(JEA), Vol. 1, No. 2 Tahun 2019, hal.722.

% Ibid, hal.715.
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organisasi di masa mendatang. Kegiatan yang akan dilakukan berdasarkan
perencanaan anggaran memiliki periode tertentu.®’

Sedangkan Bastian beranggapan bahwa® anggaran adalah
pernyataan tertulis estimasi kerja berupa ukuran finansial yang ingin
dicapai dalam periode tertentu atau kurun waktu satu tahun. Anggaran
yang telah disusun kemudian dievaluasi setelah melewati masa satu tahun
guna mengetahui estimasi kinerja apakah sudah tercapai atau belum.
Tercapainya estimasi kinerja menjadi ukuran sebuah prestasi kerja yang
telah dicapai oleh organisasi publik atau instansi pemerintahan. capaian
Kinerja oragnisasi publik atau instansi pemerintahan dapat dilihat dalam
bentuk kualitas, kuantitas, efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan
yang sudah direncanakan.

3. Teori Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan
untuk memperkuat kuasa atas keberdayaan kelompok lemah dalam
masyarakat, salah satunya masalah kemiskinan di masyarakat.
Pemberdayaan juga dikatakan sebuah tujuan, dimana pemberdayaan
merujuk pada pencapaian hasil dalam tatanan perubahan sosial, yaitu
masyarakat yang berdaya, berkuasa atas hidupnya, memiliki pengetahuan

sehingga mampu mengembangkan kehidupannya secara fisik, sosial,

%"Ibid, hal.715.
% 1bid, hal 715.
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maupun ekonomi secara mandiri, serta aktif dalam kegiatan sosial dan
penyaluran aspirasi.3®

Proses dan capaian tujuan dalam pemberdayaan bisa dicapai
dengan menerapkan kelima pendekatan pemberdayaan.*® Pertama,
pemungkinan yaitu menciptakan trobosan yang memungkinkan
meningkatnya potensi yang ada di masyarakat. Kedua, penguatan yaitu
meningkatkan pengetahuan dan keahlian masyarakat dalam mencari solusi
dan kemampuan masyarakat dalam memenuhi keperluan hidupnya.
Ketiga, perlindungan yaitu melindungi masyarakat kurang berdaya,
mencegah adanya penindasan oleh kaum lemah, mencehag adanya
eksploitasi kekuasaan sehingga persaingan menjadi tidak seimbang.
Keempat, dukungan yaitu memberikan arahan serta dukungan agar
masyarakat bisa menjalankan peran dan tugasnya memenuhi kebutuhan
hidupnya. Kelima, pemeliharaan yaitu menciptakan kondisi yang aman
ditengah masyarakat.

4. Partisipasi Masyarakat

Partisipasi msyarakat dapat diejawentahkan sebagai bentuk capaian
suatu organisasi atau kelompok masyarakat. Definisi partisipasi
masyarakat menurut Soetrisno*! adalah keinginan masyarakat sebagai
bentuk support kepada program-program pemerintah yang telah ditentukan

oleh pemerintah. Dukungan masyarakat secara mutlak tidak hanya dalam

%9Edi Suharto, “Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat”, (PT Refika Aditama:2014),

%0 Ibid, hal.67.
41 Soetrisno (1995) dalam Akbar Pandu Dwinugraha, Kaum Perempuan Dan Partisipasinya
Dalam Pemerintahan Desa Di Kabupaten Malang, JIAP, Vol. 4, No. 2 Tahun 2019, hal.171.
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pelaksanaannya tetapi dalam bentuk partisipasi masyarakat dalam
memberikan feedback guna evaluasi program pemerintah yang telah
dilaksanakan. Oleh karena itu partisipasi masyarakat sangat penting
sebagai bentuk demokratisasi dalam pemerintahan.

Urgensi dari adanya partisipasi masyarakat disebabkan oleh tiga
alasan, yaitu:*?

1) Partisipasi masyarakat merupakan suatu alat (tools) yang
digunakan untuk mengetahui, situasi, kondisi, kebutuhan
masyarakat, serta sikap masyarakat yang mempengaruhi
keberhasilan program yang direncanakan sebelumnya. Tanpa
masyarakat program-program yang telah dijalankan akan
mengalami kegagalan.

2) Membangun kepercayaan masyarakat dengan mengikut sertakan
masyarakat dalan program pembangunan mulai dari perencanaan
hingga pelaksanaannya.

3) Masyarakat akan meganggap bahwa suara dan saran yang mereka
berikan ketika terlibat dalam program pembangunan merupakan
contoh dari demokrasi terhadap pembangunan masyarakat di
daerah tempat tinggal mereka.

5. Perencanaan Strategis

Dalam perencanaan program desa wisata, perlu adanya sebuah sategi
yang berisi cara-cara untuk mencapai target yang diinginkan. Salah satu

strategi penguatan desa wisata dapat dilakukan dengan cara melakukan

“2 1bid, hal.171.
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pemberdayaan masyarakat. Menurut Chandler®, strategi merupakan alat
yang digunakan untuk mencapai tujuan jangka panjang, berkelanjutan dan
pengalokasian sumber daya yang ada. Sedangkan, Glueck dan Jauch
menyatakan bahwa strategi merupakan rencana yang dijadikan satu
kesatuan, berintergrasi yang menggabungkan antara starategi perusahaan
yang diunggulkan dengan tantangan lingkungan, dibuat agar mencapai
tujuan melalui pelaksanaan yang tepat oleh organisasi atau instansi
pemerintahan.**

Perencanaan strategis merupakan salah satu dari konsep
perencanaan (planning) yang masuk dalam fungsi manajemen.
Perencanaan strategis menurut Bryson* adalah upaya yang diterapkan
untuk mengambil sebuah keputusan dan tindakan tentang bagaimana
seharusnya suatu organisasi bertindak berdasarkan tujuan dari apa yang
sedang direncanakan dan mengapa hal tersebut dikerjakan. Artinya,
perencanaan strategis ialah proses sistematis berkelanjutan dari keputusan
yang dibuat berdasarkan pengetahuan antisipatif dan aktivitas yang
terorganisir, dan memiliki tolak ukur.

Setelah perencanaan strategis (planning) diimplementasikan, perlu
adanya pengawasan (monitoring) dan evaluasi untuk mencapai hasil yang
diinginkan. Pengawasan merupakan kegiatan mencari hambatan dan

mencari solusi dari masalah yang sedang terjadi. Sedangkan evaluasi

43 Chandler dalam Ingga Purwanti, Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa
Wisata, Jurnal IImu Sosial dan IImu Politik (JISIP) Vol. 8, No.3 Tahun 2019, hal.102.

44 Ibid, hal.102.

45Bryson (2003) dalam Arini Permata Sari, Analisa Konsep Perencanaan Strategis, Jurnal IImu
Magister Ilmu Administrasi Publik (JIMIA), Vol. 1 No. 2 Tahun 2017, hal.14.
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adalah proses penilaian pencapaian tujuan dari kebijakan yang dijalankan.
Proses pengawasan dan evaluasi merupakan pengendalian bagian tidak
terpisahkan dari upaya mewujudkan tujuan yang hendak dicapai.
Monitoring atau pemantauan dapat memudahkan siapa saja dalam
mengamati terus menerus, dan bila diperlukan dapat melakukan

penyesuaian dalam rencana implementasi atau proses pengelolaan.®

“6yulia Ramadhani dan Nasrah, “Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten
Soppeng”, Jurnal llmiah Sistem Informasi dan Teknik Informatika (JISTI) Vol. 2 No. 2 Tahun
2019, hal.46.
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BAB 1
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskripsif kualitatif.

Metode penelitian deskriptif kualitatif adalah metode yang digunakan

untuk mendeskripsikan fenomena dan realitas yang ada dengan cara

mengamati secara langsung pada saat penelitian.*” Pengumpulan data

dilakukan melalui wawancara, pengamatan, dan dokumentasi di desa

Kalianyar, Kecamatan Kapas, Kabupaten Bojonegoro.

B. Teknik Pengumpulan Data

1)

Wawancara, Yyaitu mengajukan beberapa pertanyaan kepada
informan sehingga terjadi tanya jawab antara pewawancara dan
informan atau orang yang bersangkutan. Wawancara dilakukan untuk
mengetahui dan melengkapi data yang akurat dari narasumber dengan
2 cara, yaitu wawancara langsung dan tidak langsung.*® Wawancara
langsung adalah wawancara yang dilakukan dengan cara bertatap
muka dengan narasumber, sedangkan wawancara tidak langsung
adalah wawancara yang dilakukan dengan perantara media atau tidak
saling bertemu.

Dalam penelitian ini setidaknya ada enam narasumber atau
informan yang akan diwawancara. Wawancara dilakukan

menggunakan panduan wawancara Yyaitu daftar pertanyaan. Namun

47 Suharsimi Arikunto, 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik , (Jakarta: Rineka
Cipta, 2010), hal.23.

48 Ditha Prasanti, Pengguna Media Komunikasi Remaja Perempuan Dalam Pencarian Informasi
Kesehatan, Jurnal Lontar Vol. 6 No. 1 2018, hal.17.
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2)

3)

sangat mungkin terjadi terdapat pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya
spontan dalam proses wawancara. Sebagai bukti telah melakukan
wawancara, peneliti menggunakan media voice recorder (perekam
suara) dan kamera. Kedua instrumen tersebut juga memudahkan
peneliti untuk menyimpan dokumen agar tidak mudah hilang.

Observasi, yaitu kegiatan mengamati, merasakan dan memahami
objek penelitian berdasarkan konsep-konsep dasar yang sudah
dipahami sebelumnya sebagai alat mengumpulkan data. Kegiatan
mengamati secara langsung dilakukan guna melihat lebih dekat objek
yang sedang diteliti.

Dokumentasi, berupa gambar dan transkrip wawancara.

C. Sumber Data

1)

2)

Sumber data dalam penelitian kualitatif ada dua, antara lain:
Primer

Data primer adalah data yang diperoleh melalui observasi,
wawancara, dan penggunaan dokumen. Sumber data primer diperoleh
pada saat wawancara secara langsung dengan narasumber. Penelitian
dilakukan di kantor Balaidesa Kalianyar. Data yang diperoleh
diantaranya data APBDes tahun 2019-2021.
Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dan memperkuat data
primer. Sumber data primer diperoleh melalui studi kepustakaan,

dokumentasi, dan lain-lain.

44



D. Lokasi dan Waktu Penelitian

Peneliti memilih lokasi penelitian di desa kalianyar kecamatan
kapas kabupaten bojonegoro. Alasan peneliti memilih desa kalianyar
adalah inovasi yang sedang dikembangkan oleh pemerintah desa kalianyar
bersama BUMDes dan masyarakat desa dalam program desa wisata yang
sedang dilaksanakan oleh banyak desa di kabupaten bojonegoro. dengan
pengalokasian dana desa menjadi desa wisata, diharapkan mampu
meningkatkan  perekonomian  masyarakat melalui pemberdayaan
masyarakat.

Penelitian dilakukan selama tiga bulan mulai dari Februari hingga Mei
2021.

. Teknik Penentuan Informan

Untuk dapat memperoleh data yang valid dan tepat, sangat penting
menentukan informan yang kompeten di bidangnya dan sesuai kebutuhan.
Peneliti memilih informan secara purposive sampling. Purposive sampling
adalah penentuan sampel atau informan yang dipilih berdasarkan pada
berbagai pertimbangan dan tujuan penelitian ini dilakukan.*® Informan
yang dipilih adalah seseorang yang mengetahui data yang ada di lapangan
yang dibutuhkan oleh peneliti. Informan yang dipilih juga harus mampu
menjawab setiap pertanyaan peneliti kaitannya dengan rumusan masalah
penelitian.

Terdapat 3 (tiga) stakeholder yang menjadi informan dalam penelitian

ini. Pertama, pemerintah desa Kalianyar seperti Sekretaris Desa, Badan

49 Soerjono Suekanto, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: Rineka Cipta, 1983), hal.65..
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Permusyawaratan Desa (BPD), serta Kaur dan tim penyusun RKP dalam
APBDes program Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul. Kedua,
BUMDes Bumi Karya desa Kalianyar selaku pengelola Wisata Taman
Kalianyar Mumbul. Keriga, masyarakat desa kalianyar yang ikut serta
dalam penyusunan, pengelolaan dan evaluasi program Desa Wisata Taman
Kalianyar Mumbul.

. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif

mencakup transkip hasil wawancara, reduksi data, analisis, interpretasi
data dan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pengecekan keabsahan data
dengan memanfaatkan seuatu yang lain. Dari hasil analisis data yang
kemudian dapat ditarik kesimpulan.

Data yang diperoleh oleh peneliti dalam penelitian ini kemudian
dipilah data mana saja yang perlu dan tidak perlu. Dari hasil memilah data,
data yang sudah terkumpul digabung dan dideskripsikan hingga muncul

sebuah kesimpulan.
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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Kalianyar

Desa Kalianyar merupakan salah satu desa yang terletak di
Kecamatan Kapas Kabupaten Bojonegoro. Letaknya tidak jauh dari kota
sehingga akses keluar-masuk desa sangat mudah. Desa Kalianyar masuk
dalam desa dengan kekayaan alam yang cukup besar. Area persawahan
yang dimiliki cukup luas. Namun seiring berjalannya waktu, banyak area-
area persawahan milik warga dijual kemudian dibangun semuah
perumahan. Dengan demikian banyak penduduk pendatang yang masuk ke
desa Kalianyar. Jumlah penduduk desa Kalianyar sebanyak 2.632 jiwa.
Batas wilayah desa Kalianyar antara lain desa Sambiroto dan Tikusan
(utara), desa Sukowati (timur), desa Wedi (selatan), dan Sembung dan
Wedi (barat).

Desa Kalianyar masuk dalam kategori salah satu desa maju di
Kabupaten Bojonegoro. Seperti yang diungkapkan oleh Wakil Menteri
Desa, PDTT, setidaknya ada tiga ciri yang harus dimiliki sebuah desa agar
dapat dikatakan maju, yaitu:>® pertama, dalam setiap pembangunan dan
kegiatan desa harus melibatkan pemuda karena banyak ide-ide dan inovasi
yang keluar dari pikiran para pemuda. Kedua, memiliki sumber daya
manusia (SDM) yang unggul. Ketiga, pemerintah desa harus mampu
menggerakkan masyarakat agar berpartisipasi secara aktif di setiap

kegiatan desa.

%0 https://kemendesa.go.id (diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 21.24 WIB)
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Pengalokasian dana desa di desa Kalianyar dalam program desa
wisata merupakan bentuk kemandirian desa dalam penyelenggaraan
Pemerintah Desa. Program desa wisata menjadi wadah partisipasi
masyarakat desa mulai dari pemuda hingga dewasa. Setiap kegiatan desa
Kalianyar yang berhubungan dengan pengembangan progran desa wisata
tidak lepas dari partisipasi masyarakat desa kalianyar.

Program desa wisata di desa Kalianyar dibangun dengan
memanfaatkan lahan pertanian kosong milik Pemerintah Desa. Lahan
kosong tersebut kemudian diubah menjadi taman yang diharapkan bisa
menjadi ikon desa Kalianyar dan menyediakan lapangan kerja bagi
masyarakat desa Kalianyar. Oleh karena itu program desa wisata taman
kalianyar mumbul dibuat sebagai upaya pemerintah desa kalianyar
mendorong peningkatan perekonomian masyarakat desa kalianyar.

Sumber Daya Manusia (SDM) di desa Kalianyar dapat dikatakan
baik karena banyaknya masyarakat desa Kalianyar yang berpartisipasi
dalam pengembangan dan pengelolaan wisata Taman Kalianyar Mumbul.
Hampir seluruh kegiatan dan tampat usaha di lingkungan Taman
Kalianyar Mumbul diisi oleh masyarakat desa Kalianyar.

. Visi-Misi Desa Kalianyar

Berikut Visi dan Misi Desa Kalianyar :

Visi :

“Terwujudnya Masyarakat Desa Yang Mandiri, Aman, Nyaman, Tertib,

Asri, dan Peduli.

48



Misi :

1.

9.

10.

Melaksanakan Pemerintah Desa yang Transparansi, Proporsional,
Profesional, Akuntabel, Efektif, Efisien, Kearifan Lokal, dan
Partisipatif.

Melaksanakan Pembangunan Desa secara merata, Terencana, dan
Berkelanjutan.

Melaksanakan pembinaan kepada masyarakat terhadap kebersihan
lingkungan.

Melaksanakan program Kalianyar Go Green.

Menumbuh kembangkan BUMDes yang merupakan soko guru
perekonomian Desa.

Meningkatkan program kepemudaan melalui Karang Taruna.
Meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pelatihan kerja
dengan kelompok usaha yang ada di Desa.

Meningkatkan desa aman, nyaman, dan tertib di lingkungan Desa.
Meningkatkan kepedulian terhadap lingkungan.

Menjaga persatuan dan kesatuan masyarakat Desa Kalianyar.

. Gambaran Umum Wisata Taman Kalianyar Mumbul

Program desa wisata taman kalianyar mumbul merupakan realisasi

sebuah inovasi yang dibuat oleh Pemerintah Desa bersama masyarakat

meningkatkan perekonomian dan menyediakan lapangan pekerjaan bagi

masyarakat desa kalianyar. Wisata Taman Kalianyar Mumbul merupakan
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taman buatan dimana berawal dari lahan kosong kemudian diubah menjadi
taman.

Taman Kalianyar Mumbul merupakan wisata yang cocok
dikunjungi oleh keluarga. Tempatnya yang asri, dengan dikelilingi kolam
ikan sangat cocok untuk mengisi hari libur keluarga. Tidak hanya itu, di
Taman Kalianyar Mumbul juga menyediakan berbagai macam wahana
bermain anak seperti mandi bola, mobil-mobilan, odong-odong, dan
perahu bebek. Di sebelah selatan terdapat kafe atau foodcourt untuk
mencicipi aneka jajanan dan makanan yang dijual oleh masyarakat desa
Kalianyar sendiri.

Sejak awal dibuka pada bulan Juni 2020, Taman Kalianyar
Mumbul memiliki banyak pengunjung yang terus bertambah hingga
desember 2020. Memasuki tahun baru 2021, ada kebijakan dari Bupati
Bojonegoro untuk menutup seluruh tempat wisata kurang lebih dua
minggu lamanya untuk mencegah penyebaran covid-19. Setelah penutupan
selesai dan wisata kembali dibuka, pengunjung yang datang mengalami
penurunan dibandingkan sebelumnya. Mungkin masyarakat juga
membatasi diri berinteraksi dengan dunia luar karena mencegah penularan
covid-19.

Namun meskipun demikian, pemberdayaan masyarakat desa
Kalianyar masih berjalan hingga sekarang. Masyarakat bersama BUMDes

selalu melakukan inovasi-inovasi bagaimana cara menarik perhatian
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pengunjung untuk datang dengan memberikan rasa aman terhadap
penularan covid-19.

D. Strategi Pemerintah Desa Kalianyar Dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat
Pemerintah desa merupakan penyelenggara urusan pemerintahan

yang di dalamnya terdiri dari kepala desa dan perengkat desa sebagai
unsur penyelenggara pemerintah desa.
1. Tugas dan Wewenang Kepala Desa Kalianyar
Kepala Desa memiliki tugas antara lain:>!
1)  Pembinaan kepada masyarakat
2)  Melaksanakan pembangunan desa
3)  Memberikan pemberdayaan kepada masyarakat desa
4)  Melaksanakan pemerintah desa
Sedangkan wewenang Kepala Desa Kalianyar sebagai
berikut :52
1)  Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2)  Menetapkan Peraturan Desa (Perdes)
3)  Melantik dan memberhentikan Perangkat Desa
4)  Melakukan pembinaan kepada masyarakat
5)  Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes)

6) Mengembangkan sumber pendapatan desa

51 Hasiah, dkk, Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Di Desa Rantau
Panjang Kecamatan Sabawi Kabupaten Sambas, Jurnal llmiah Hukum, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021,
hal. 42.

52 |bid, hal.42.
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7)  Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan undang-undang
dan peraturan perundang-undangan.
2. Tugas dan Wewenang Perangkat Desa
Perangkat desa merupakan unsur pemerintahan desa yang
membantu tugas Kepala Desa sebagai pemimpin tertinggi dalam
menjalankan Pemerintahan Desa. Tugas dan wewenang perangkat
desa Kalianyar antara lain:
1)  Sekretaris Desa
Tugas Sekretaris Desa sebagai berikut:>3

a. Melaksanakan tata kelola terkait pelayanan surat-
menyurat, tata naskah dan arsip;

b.  Penataan administrasi perangkat desa, penyedia prasarana
perangkat desa dan kantor pemerintah desa, penyiapan
rapat dan pengadministrasian aset, investasi, perjalanan
dinas dan pelayanan umum;

c.  Melaksanakan administrasi keuangan, sumber-sumber
pendapatan dan pengeluaran, dan administasi penghasilan
kepala desa, perangkat desa, BPD dan lembaga
pemerintahan lainnya;

d.  Menyusun rancangan anggaran belanja desa (RAB Desa)

dan menyusun laporan.

53 Hasiah, dkk, Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Di Desa Rantau
Panjang Kecamatan Sabawi Kabupaten Sambas, Jurnal llmiah Hukum, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021,
hal. 42-43.
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2) Kepala Seksi (Kasi) Pemerintahan

Dalam menjalankan tugasnya, Kasi Pemerintahan Desa

Kalianyar memiliki fungsi antara lain:>

a.

b.

Pelaksanaan manajemen tata praja Pemerintahan;
Penyusunan rencana regulasi desa;

Pendataan dan pengelolaan profil desa;

Penataan dan pengolahan wilayah;

Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pelaksanaan
administrasi pertanahan tingkat desa;

Penyusunan laporan penyelenggaraan Pemerintah Desa,
laporan keterangan Penyelenggaraan Pemerintah Desa,
dan pemberian informasi penyelenggaraan Pemerintah
Desa kepada masyarakat;

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan keamanan, ketentraman dan Kketertiban
masyarakat desa;

Perencanaan dan evaluasi pelaksanaan administrasi
kependudukan tingkat desa;

Pemantauan kegiatan sosial politik di desa;

Pelayanan kepada masyarakat;

5 Peraturan Desa Kalianyar Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa Pasal 21.
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3) Kepala Seksi (Kasi) Kesejahteraan

Dalam menjalankan tugasnya, Kasi Kesejahteraan Desa

Kalianyar memiliki fungsi sebagai berikut:

a.

Perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi
pelaksanaan ~ progran  pembangunan  desa  dan
pemberdayaan masyarakat;

Perencanaan,  pelaksanaan, evaluasi  pelaksanaan
peningkatan sarana dan prasarana pembangunan desa,
penyusunan laporan pelaksanaan keseluruhan kegiatan
sesuai bidang tugasnya;

Penyiapan konsep Rancangan Peraturan Desa tetang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa
(RPJMDes), Reancana Kerja Pemerintah Desa (RKP
Desa), serta Peraturan Desa lainnya sesuai dengan
tugasnya;

Penginventarisir dan pemantauan pelaksanaan
pembangunan dan administrasi pembangunan tingkat
desa;

Pelaksanaan kegiatan sosialisasi serta motivasi masyarakat
di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup,
pemberdayaan keluarga, pemuda, olah raga, dan karang

taruna;

55 Ibid, Pasal 22.
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4)

5)

f. Pelayanan kepada masyarakat;

Kepala Urusan (Kaur) Umum dan Perencanaan
Dalam menjalankan tugasnya, Kaur Umum dan

Perencanaan mempunyai fungsi sebagai berikut:>®

a.  Pelaksanaan urusan ketatausahaan seperti tata naskah,
administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi dan
penataan administrasi perangkat desa, penyediaan
prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat,
pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas,
pelayanan umum dan lain-lain.

b.  Pengkoordinasian urusan perencanaan seperti menyusun
rencana APBDes, menginventarisir data-data dalam
rangka Pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi
program, penyusunan laporan, dan lain-lain.

Kepala Urusan (Kaur) Keuangan

Dalam menjalankan tugasnya, Kaur Keuangan mempunyai
fungsi yaitu®” : mengurus administrasi keuangan, administrasi
sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi
administrasi keuangan dan administrasi penghasilan Kepala

Desa, Perangkat Desa, BPD dan Lembaga Pemerintahan Desa

Lainnya.

56 Ibid, Pasal 19.
57 Ibid, Pasal 19.
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3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa atau BPD adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan, beranggotakan perwakilan dari
masyarakat desa berdasarkan perwakilan dari wilayahnya dan ditetapkan
secara demokratis. Kedudukan dan fungsi BPD vyaitu lembaga atau instansi
yang terlibat melaksanakan fungsi pemerintahan, tetapi tidak terlibat
secara penuh. BPD memiliki dua fungsi, pertama fungsi hukum, kedua
fungsi politik. Fungsi hukum BPD yaitu membahas dan menyepakati
rancangan perdes bersama Kepala Desa. Sedangkan fungsi politik BPD
yaitu menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat sebanyak-
banyaknya, mengawasi kinerja Kepala Desa, dan menyelenggarakan
musyawarah desa.>®

Musyawarah desa menjadi bagian dari BPD. Artinya, peran BPD
sangat penting dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama dalam
forum musyawarah desa antara BPD, Pemerintah Desa dan unsur
masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal-hal
yang bersifat strategis.

4. Strategi Pemerintah Desa Kalianyar Dalam Meningkatkan
Pemberdayaan Masyarakat

Dalam menjalankan tugasnya muwujudkan perekonomian dan

pemberdayaan masyarakat desa, Pemerintah Desa Kalianyar membuat

%8 Sutoro Eko, Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, Semangat UU Desa, (Jakarta: Kemerntrian
PDTT, 2015), hal. 189.
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inovasi di sektor pariwisata melalui Program Desa Wisata Taman
Kalianyar Mumbul.

Dalam proses penetapan APBDes mulai dari musyawarah desa,
RPJMDes, penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP), Pemerintah
Desa Kalianyar telah memasukkan program pengembangan desa wisata
Taman Kalianyar Mumbul ke dalam rancangan APBDes sebagai bentuk
upaya pemberdayaan masyarakat desa. Program pengembangan desa
wisata Taman Kalianyar Mumbul mulai di anggarkan dalam APBDes
kalianyar pada tahun anggaran 20109.

Sesuai dengan yang dikemukakan oleh Wakil Ketua BUMDes
dalam sesi wawancara, sebagai berikut:>®

“Sebelum Kkita (pemerintah desa) melaksanakan musyawarah

desa, Pemerintah Desa bersama BPD membuat kesepakatan

berupa draft baru kita bicarakan di musyawarah desa, apa saja
yang perlu diralat atau semua sudah sepakat tergantung
masyarakat”.(wawancara pada tanggal 12 April 2021 pukul

16.50 WIB).

Tabel 2. APBDes Tahun Anggaran 2019 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa:

No. Uraian Jumlah

1. | Pengadaan Tempat Wisata Kuliner / Caffe | Rp 298.347.250,00
Taman

2. | Modal BUMDes Rp 80.000.000,00

Jumlah Rp 378.347.250,00

Sumber : APBDes Kalianyar Tahun Anggaran 2019

59 Sadam Adib selaku Wakil BPD Desa Kalianyar (Wawancara pada tanggal 12 April 2021 pukul
16.50 WIB)
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Dari total seluruh pendapatan yang diperoleh oleh desa kalianyar
pada tahun 2019 sejumlah Rp 2.487.913.075,00 (dua milyar empat ratus
delapan puluh tujuh juta sembilan ratus tiga belas ribu tujuh puluh lima
rupiah), dana yang digunakan untuk membangun desa wisata Taman
Kalianyar Mumbul sebesar 15% dari pendapatan desa atau sebesar Rp
378.347.250,00 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta tiga ratus empat
puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah).

Pada tahun 2020, pengembangan desa wisata kembali
dianggarkan pada APBDes Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai
berikut :

Tabel 3. APBDes Tahun Anggaran 2020 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa:

No. Uraian Jumlah

1. | Pembangunan Jalan Wisata Persawahan Rp 20.475.000,00

2. | Pembangunan Gazebo Wisata Desa 2 Lantai | Rp 114. 763.000,00

3. | Pemavingan Jalan Taman Desa Rp 101.237.500,00

4. | Pembangunan Pondasi Kamar Mandi & | Rp 11.408.200,00

Pelataran Caffe

5. | Peningkatan dan Penambahan Sarana Taman | Rp 30.804.000,00

Wisata
6. | Kegiatan Perawatan Taman Wisata Desa Rp 23.469.000,00
7. | Penyertaan Modal Desa Rp 11.798.500,00

Jumlah Rp 293.471.200,00
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Sumber: APBDes Kalianyar Tahun Anggaran 2020
Pada awal tahun hingga pertengahan tahun 2020 Taman Kalianyar
Mumbul masih dalam proses pembangunan kelengkapan sarana
prasarana wisata. Kemudian pada bulan Juni 2020 Taman Kalianyar
Mumbul resmi dibuka untuk umum.
Tabel 4. APBDes Tahun Anggaran 2021 Bidang Pelaksanaan

Pembangunan Desa:

No. Uraian Jumlah
1. | Penyertaan Modal BUMDes Rp 28.672.200,00
Jumlah Rp 28.672.200,00

Sumber : APBDes Kalianyar Tahun Anggaran 2021

Pada tahap 1 realisasi anggaran dana APBDes di sektor
pengembangan desa wisata, seluruh kegiatan diambil alih oleh tim
pelaksana dari Pemerintah Desa. Pada tahap 1 Kkegiatan berupa
pengadaan Taman Wisata Kalianyar Mumbul yang terdiri dari Caffe,
kolam ikan, sarana prasarana dan lain-lain. Setelah itu pengelolaan aset
berupa Taman Kalianyar Mumbul diserahkan kepada BUMDes untuk
dikembangkan.

Saat ini pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul menjadi wewenang
BUMDes berdasarkan Peraturan Desa Nomor 12 Tahun 2018 tentang
Penyertaan Modal Desa Pada BUMDes desa kalianyar dan melakukan
pemberdayaan masyarakat agar berpartisipasi dalam pengelolaan Taman

Kalianyar Mumbul.

59




Menurut penuturan dari Sekretaris Desa Kalianyar dalam sesi
wawancara pada tanggal 5 April 2021, tujuan dari Program Desa Wisata
Taman Kalianyar Mumbul adalah:®°

“dari pemerintah desa sendiri mengharapkan adanya peningkatan

sumber ekonomi bagi warga desa kalianyar, jadi tidak hanya

bermanfaat bagi pemerintah desa tetapi juga bagi

masyarakat”(wawancara pada tanggal 5 April 2021 pukul 12.34

WIB).

Bapak Abdul Rouf selaku Kaur Umum dan Perencanaan yang
ditugaskan sebagai pelaksana kegiatan anggaran APBDes menambahkah
tujuan dibentuknya Program Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul: 5!

“tujuan utama Program Desa Wisata Taman Kalianyar adalah

membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa Kalianyar,

kalau pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul sudah berjalan
dengan baik nantinya akan menambah Pendapatan Asli Desa

(PAD) ”(wawancara tanggal 5 April 2021 pukul 12.56.

Dalam upaya pemantapan rencana Program Desa Wisata Taman
Kalianyar Mumbul, Pemerintah Desa telah menunjuk BUMDes sebagai
pengelola Taman Kalianyar Mumbul. Agar pengelolaan Taman
Kalianyar Mumbul dapat berjalan dengan baik, Pemerintah Desa
Kalianyar sering mengikut sertakan BUMDes dalam seminar atau
pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan BUMDes, bagaimana

pengelolaan pariwisata yang baik, mulai dari perencanaan, pelaksanaan,

dan pengelolaan.

9Tbu Ika Farihatun Nisa’ selaku Sekretaris Desa Kalianyar (Wawancara Tanggal 5 April 2021
Pukul 12.34 WIB)

61 Bapak Abdul Rouf selaku Kaur Umum dan Perencanaan Desa Kalianyar (Wawancara Tanggal 5
April Pukul 12.56 WIB)
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“Di awal-awal pembentukan BUMDes, Pemerintah Desa
Kalianyar sering mengikutsertakan BUMDes dalam acara seminar
atau pelatihan-pelatihan terkait dengan pengelolaan BUMDes itu
sendiri dan bagaimana pengelolaan pariwisata, mulai dari
perencanaan, pelaksanaan dan pengelolaan. Saat ini kita
(pemerintah desa) tinggal melakukan pengawasan bagaimana
BUMDes mengelola Wisata Taman Kalianyar Mumbul.
Pengawasan dilakukan secara berkala, setiap satu bulan sekali
BUMDes memberi laporan kepada pemerintah desa mulai dari
administrasi, keuangan, hingga masalah-masalah yang dialami”.®?
Program Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul membawa
perubahan bagi pemberdayaan masyarakat di desa Kalianyar. Dengan
adanya Taman Kalianyar Mumbul, masyarakat dapat berpartisipasi
secara langsung dalam pembangunan desa. Cara mengajak masyarakat
desa ikut serta dalam kegiatan pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul
yaitu dengan melakukan sosialisasi dalam setiap acara desa, misalnya
dalam dapat RT. Dengan partisipasi aktif masyarakat, secara tidak
langsung perputaran uang lebih banyak berada di dalam desa Kalianyar
yang nantinya akan kembali ke masyarakat itu sendiri.

Peran masyarakat sangatlah berpengaruh terhadap pengembangan
dan pengelolaan desa wisata taman kalianyar mumbul. Masyarakat dapat
memulai usaha dengan memanfaatkan sarana prasarana yang disediakan
oleh Pemerintah Desa. Taman Kalianyar Mumbul juga membuka
lapangan pekerjaan bagi pemuda-pemuda desa Kalianyar. Masyarakt
juga diharapakan dapat mempromosikan wisata Taman Kalianyar

Mumbul kepada masyarakat luas dengan memanfaatkan media sosial

yang ada.

82 Tbu Ika Farihatun Nisa’ selaku Sekretaris Desa Kalianyar (Wawancara Tanggal 5 April 2021
Pukul 12.34 WIB)
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Namun masih banyak yang perlu dilengkapi dan diperbaiki dalam
pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul. Ibu Ika selaku Sekretaris Desa

Kalianyar menjelaskan bahwa: %3

“Program desa wisata taman kalianyar mumbul masih dalam
proses dan masih terus berbenah karena pekerjaan kita sangat
berat apalagi di masa pandemi seperti ini. Setelah adanya
penutupan akhhir tahun 2020 kemarin, banyak terjadi penurunan.
Hal itu menjadi pr bagi kita bagaimana bisa mengembangkan
taman wisata taman kalianyar mumbul di masa pandemi.
Kewenangan desa dalam pengelolaan taman kalianyar mumbul
dan pemberdayaan masyarakat, melakukan pengawasan terhadap
implementasi dana APBDes yang telah diberikan kepada BUMDes
selaku pengelola taman wisata kalianyar mumbul, tetapi belum
sampai break even point (BEP) nya karena masih dalam peoses
pengembangan. Hingga bulan April ini kita hanya mengawasi
pendapatan yang diterima oleh BUMDes dari pengelolaan wisata
taman kalianyar mumbul”.

5. Hubungan Pemerintah Desa, BUMDes dan masyarakat desa
Kalianyar

Pemerintah desa, BUMDes dan masyarakat merupakan
unsur penting dalam pembangunan desa. Ketiganya memiliki tugas,
wewenang dan peran dalam keberhasilan suatu desa. Peran
Pemerintah desa yaitu membuat program pembangunan bagi
kesejahteraan masyarakan dan melakukan pemberdayaan masyarakat.
Sedangkan BUMDes merupakan organisasi yang dibentuk oleh
pemerintah desa untuk menampung masyarakat atau kelompok
masyarakat membangun sebuah usaha di bidang ekonomi untuk

meningkatkan perekonomian masyarakat desa. Salah satu ciri

83 Ibid.
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kemandirian desa adalah memiliki masyarakat yang aktif dalam setiap
perencanaan pembangunan desa terutama para pemuda.

Dalam pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul dapat dilihat
bahwa Pemerintah Desa, BUMDes dan masyarakat desa kalianyar
saling berhubungan satu sama lain. "Pemerintah Desa Kalianyar
membuat Program Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul
menggunakan alokasi dana APBDes, kemudian pengelolaannya
diserahkan kepada BUMDes untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.
Keikut sertaan masyarakat dalam pengelolaan Taman Kalianyar
Mumbul menjadi bukti bahwa Pemerintah Desa Kalianyar telah
melaksanakan pemberdayaan masyarakat desa melalui program desa
wisata.

E. Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Taman Kalianyar Mumbul
Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Pengembangan dan pengelolaan Wisata Taman Kalianyar Mumbul
telah dimandatkan kepada BUMDes oleh Pemerintah Desa Kalianyar.
Pemberian mandat tersebut tercantum dalam Peraturan Desa Kalianyar
Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Desa Pada Badan
Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bumi Karya” Desa Kalianyar. Tujuan
penyertaan modal desa kepada BUMdes adalah untuk memenuhi ekonomi
masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan

perekonomian dan Pendapatan Asli Desa.®* Penyertaan modal pemerintah

4peraturan Desa Kalianyar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Desa Pada
BUMDes Desa Kalianyar, Pasal 3 ayat (1).
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desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan
yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa
pada BUMDes.% Penyertaan modal desa kepada BUMDes bersumber dari
APBDes. Pertanggungjawaban BUMDes terhadap dana penyertaan modal

desa setidaknya dilakukan satu tahun sekali dalam musyawarah desa.

Berikut adalah Visi-Misi BUMDes “BUMI KARYA” :%
Visi:
“Meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengoptimalkan Potensi
Desa Kalianyar”
Muisi:
“Menggali potensi sumber daya alam serta sumber daya manusia untuk
kesejahteraan warga, menciptakan peluang baru bidang usaha, dan
memperluas jaringan pasar untuk produk lokal, memperluas akses masuk
bagi investasi, serta memudahkan masyarakat desa untuk meningkatkan
usaha dalam skala kecil maupun sedang dan berimbang sesuai dengan
kemampuan modal yang dikelola BUMDes”.

Program Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul merupakan
bentuk usaha bersama yang dikelola BUMDes bersama masyarakat desa
kalianyar dalam skala lokal. Pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul yang

dilakukan oleh BUMDes menurut penuturan Pak Ali Muhyidin selaku

5Peraturan Desa Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha Milik Desa “Bumi
Karya”, Pasal 1 ayat (7).
¢ 1bid, Pasal 3.
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Ketua BUMDes sudah lumayan baik tetapi juga masih kurang.

Lengkapnya sebagai berikut:®’
“hingga saat ini dukungan masyarakat terhadap Taman
Kalianyar mumbul belum mencapai 80%, estimasi saya masih
75% keterlibatan masyarakat. Mereka belum mendukung karena
belum merasakan kegiatan ini, hal ini menjadi kekurangan
BUMDes belum bisa memotret dan mengakomodir semua
harapan masyarakat. Cita-cita kita ke depan kita akan merubah
wisata desa menjadi desa wisata yang melibatkan seluruh
elemen masyarakat. Kepercayaan masyarakat menjadi modal
dalam kesuksesan pengelolaan ~ Taman Kalianyar
Mumbul”.(wawancara pada tanggal 10 Juni 2021 pukul 19.20
WIB).

Namun, dari sejak dibukanya Taman Kalianyar Mumbul pada
tanggal 22 Juni 2020 membawa perubahan bagi masyarakat desa
Kalianyar. Meskipun partisipasi masyarakat desa kalianyar masih dibilang
kurang, pemberdayaan masyarakat desa Kalianyar sudah berjalan. Taman
Kalianyar Mumbul membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat desa
kalianyar dan membuka peluang usaha bagi masyarakat yang ingin
bergabung dalam pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul. Setidaknya ada
16 pelaku usaha dan 13 karyawan yang bergabung dalam pengelolaan
Taman Kalianyar Mumbul. Namun, karena imbas dari covid-19

mengalami penurunan. Namun pemberdayaan masyarakat masih berjalan

hingga sekarang.

67 Bapak Ali Muhyidin selaku Ketua BUMDes BUMI KARYA desa Kalianyar (wawancara
tanggal 10 Juni 2021 pukul 19.20 WIB).
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Pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul menurut keterangan dari
Mas Ahsanul selaku pemuda yang bergabung dalam pengelolaan taman
sebagai berikut:%®

“BUMDes menciptakan Taman Kalianyar Mumbul untuk
meningkatkan ~ perekonomian  masyarakat.  Usaha-usaha
masyarakat yang awal mula untuk meningkatkan kesejahteraan
perekonomian masyarakat dilibatkan dalam pengelolaan Taman
Kalianyar Mumbul. Masyarakat yang diperbolehkan berjualan
di area Taman Kalianyar Mumbul harus berbeda produk
dengan masyarakat lain agar persaingan tidak terlalu ketat dan
meminimalisir gesekan-gesekan antar masyarakat. Sistem yang
digunakan adalah sistem bagi hasil, dimana BUMDes mendapat
15% dari laba yang diperoleh masyarakat. Kalau untuk
permainan prosentasenya berbeda karena membutuhkan banyak
dukungan, jadi untuk permainan sekitar 20% dari laba yang
diperoleh”.(wawancara pada tanggal 6 Juni 2021 pukul 18.50
WIB).

Mas Ahsanul juga mengatakan bahwa pemberdayaan masyarakat
desa wisata Taman Kalianyar Mumbul sudah berjalan, karena bisa
menampung masyarakat desa Kalianyar, menyediakan lapangan pekerjaan,
tempat usaha, dan kerjasama untuk meningkatkan pengelolaan Taman
Kalianyar Mumbul.

Selain wewenang BUMDes mengelola Taman Kalianyar Mumbul.
BUMDes juga berkewajiban melaporkan perkembangan pengelolaan
Taman Kalianyar Mumbul kepada BPD. BUMDes wajib melaporkan

segala sesuatu berkaitan dengan taman mulai dari penghasilan, hingga

kendala yang sedang dihadapi setiap satu bulan sekali.

8 A. Ahsanul Minan selaku pemuda/masyarakat (wawancara pada tanggal 6 Juni 2021 pukul
18.50 WIB)
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F. Faktor Penghambat Pengembangan dan Pengelolaan Wisata Taman
Kalianyar Mumbul Dalam Upaya Pemberdayaan Masyarakat
Upaya Pemerintah Desa Kalianyar dalam membangun Program

Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul tentu tidak mudah. Kondisi sosial
yang dialami Indonesia juga dapat mempengaruhi pengembangan desa
wista. Selain itu, tidak semua masyarakat desa memiliki kesamaan
persepsi dan visi-misi dengan Pemerintah Desa. Program Desa Wisata
Taman Kalianyar Mumbul dibuat bertujuan untuk meningkatkan
perekonomian masyarakat desa kalianyar dan melakukan pemberdayaan
masyarakat melalui sektor pariwisata. Dalam perjalanan pengelolaan
Taman Kalianyar Mumbul yang dikelola oleh BUMDes dan masyarakat
desa terdapat beberapa hambatan, antara lain:

1. Pandemi Covid-19

Penyebaran Virus Covid-19 yang semakin masif

mengakibatkan perekonomian di Indonesia mengalami penurunan.

Tingkat pengangguran meningkat akibat banyaknya pemutusan

hubungan kerja karena peusahaan yang gulung tikar tidak mampu

bertahan di tengah pandemi covid-19. Maka dari itu, Presiden Joko

Widodo mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menanggulangi

dampak covid-19 agar segera teratasi.

Salah satu kebijakan Presiden Joko Widodo adalah
memerintahkan Pemerintah Daerah menyalurkan dana APBD untuk
mempercepat penanganan dampak covid-19. Melalui Kementrian

Desa PDTT Republik Indonesia, Pemerintah Pusat menghimbau
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Pemerintah Desa dapat mengembangkan kawasan pedesaan yang
mandiri dan mampu bersaing dengan meningkatkan kualitas sumber
daya alam dan sumber daya manusia. Salah satunya dengan program
desa wisata. Program desa wisata yang dikembangkan oleh
Pemerintah Desa diharapkan mampu memulihkan perekonomian
Indonesia di masa pandemi covid-19 dari keterpurukan.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa pandemi covid-19
mempengaruhi pengembangan Desa Wisata Taman Kalianyar
Mumbul di desa Kalianyar. Pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul
tidak dapat berjalan maksimal akibat resiko penularan covid-19 yang
cukup besar. Perkembangan pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul
belum bisa stabil dan masih mengalami naik turun. Pandemi covid-19
menjadi pekerjaan rumah yang cukup berat bagi Pemerintah Desa
Kalianyar, BUMDes dan masyarakat agar mampu bertahan dan terus
melakukan inovasi-inovasi agar keberlangsungan pengelolaan Taman
Kalianyar Mumbul dapat terus berjalan dan pemberdayaan masyarakat
semakin meningkat.

2. Kurangnya Komunikasi

Dalam sebuah organisasi tentu terdapat perbedaan
pendapat. Perbedaan-perbedaan yang ada membuat kurangnya
komunikasi diantara pengelola. Perbedaan yang sering terjadi dalam
pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul adalah perselisihan antar

pelaku usaha dan karyawan. Namun tidak berpengaruh besar terhadap
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pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul. Yang perlu segera diatasi
adalah kurangnya komunikasi antar anggota BUMDes selaku
penggerah pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul. Seluruh anggota
BUMDes harus bersatu demi berjalannya setiap rencana yang sedang
dijalankan untuk kemajuan Taman Kalianyar Mumbul dan
pemberdayaan masyarakat desa Kalianyar.
3. Kesadaran Masyarakat

Butuh kemauan keras dalam diri masyarakat untuk maju
agar mereka terdorong untuk melakukan inovasi-inovasi untuk
meningkatkan taraf hidupnya. Peran Pemerintah Desa Kalianyar
dalam melakukan pemberdayaan masyarakat sudah dijalankan dengan
membuat program Desa Wisata Taman Kalianyar Mumbul. Taman
Kalianyar Mumbul dibuat agar perekonomian masyarakat desa
Kalianyar mengalami peningkatan. Taman Kalianyar mumbul
menyediakan lapangan pekerjaan, lapangan usaha bagi siapa saja
masyarakat desa Kalianyar yang ingin bergabung dalam pengelolaan
Taman Kalianyar Mumbul. Namun, belum semua masyarakat
memiliki pemikiran terbuka dan melihat peluang besar dengan
berhasilnya Taman Kalianyar Mumbul ini. BUMDes berharap
pertisipasi masyarakat dalam pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul
bisa mencapai 85%. Namun saat ini target tersebut belum tercapai,
sehingga BUMDes juga masih melakukan evaluasi dan cara

bagaimana dapat mengambil kepercayaan masyarakat desa Kalianyar.
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4. Banyaknya desa wisata di Bojonegoro

Tidak hanya desa Kalianyar, banyak desa-desa di
Kabupaten Bojonegoro juga melakukan inovasi di sektor
pariwisata. Desa-desa di Bojonegoro berlomba-lomba mendirikan
objek wisata yang dapat menjadi ikon desanya dan melakukan
pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian
masyarakat. Oleh karena itu, inovasi-inovasi yang dibuat oleh
pengelola masing-masing destinasi wisata yang ada di desa

mempengaruhi daya tarik pengunjung untuk datang.
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BAB V
KESIMPULAN

A. Kesimpulan

1.

Pemerintah Desa sebagai penyedia modal yang bersumber dari dana
APBDes. Pemerintah Desa juga memberikan penyertaan modal desa
kepada BUMDes sebagai pengelola Taman Kalianyar Mumbul agar
dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat
desa serta mendorong pemberdayaan masyarakat desa kalianyar.
BUMDes sebagai penerima mandat dari Pemerintah Desa untuk
mengelola Taman Kalianyar Mumbul ~mempunyai wewenang
mengatur segala sesuatu berkaitan dengan tata kelola Taman
Kalianyar Mumbul. BUMDes memiliki peran mewujudkan
pemberdayaan masyarakat desa kalianyar dengan mengajak
masyarakat agar bergabung dalam pengelolaan Taman Kalianyar
Mumbul.

Masyarakat menjadi tolak ukur terlaksananya pemberdayaan
masyarakat. Selain itu partisipasi masyarakat khususnya pemuda
menandakan bahwa desa Kalianyar merupakan desa maju dan berdaya

saing.

B. Saran

1.

Bagi Pemerintah Desa, diharapkan dapat meingkatkan dukungan
dalam pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul baik secara materi

maupun moril.
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2.

Bagi BUMDes, dapat memberikan inovasi-inovasi baru agar Taman
Kalianyar Mumbul menjadi destinasi tujuan para wisatawan.

Bagi Masyarakat Desa, meningkatkan partisipasinya dalam
pengelolaan Taman Kalianyar Mumbul agar meningkatkan

perekonomian masyarakat desa dan pemberdayaan masyarakat desa.

72



Daftar Pustaka

Buku dan Jurnal:

Ahsani, Pramodia Retno Dewi. dkk. Penerapan Konsep Community Based
Tourism (CBT) Di Desa Wisata Candirejo Borobudur Mewujudkan
Kemandirian Desa. Jurnal Asministrasi Publik Vol. 3 No. 2 tahun 2018.

Alit Triani, Ni Nyoman dan Susi Handayani, Praktik Pengelolaan Keuangan Desa.
JAM Vol. 9 No. 1 Tahun 2018.

Arikunto, Suharsimi. 2010. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik.
Jakarta: Rineka Cipta, 2010.

Darwita, Kadek dan Dewa Nyoman Redana. Peran Badan Usaha Milik Desa
(BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat Dan Penanggulangan-
Penanggulangan Di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten
Buleleng. Jurnal Locus Majalah lImiah Fisip Vol. 9 No. 1 Tahun 2018.

Dwinugraha, Akbar Pandu. Kaum Perempuan Dan Partisipasinya Dalam
Pemerintahan Desa Di Kabupaten Malang. Jurnal IImu Administrasi
Publik, Vol. 4, No. 2 tahun 2019.

Eko Sutoro. Regulasi Baru Desa Baru: Ide, Misi, Semangat UU Desa. Jakarta:
Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Republik Indonesia, Tahun 2015.

Faedhulloh, Dodi. dkk. Program Unggulan Kampung Iklim (Proklim) Berbasis
Pemberdayaan Masyarakat. Jurnal Administrasi Publik VVol. 4 No. 1 Tahun
20109.

Handayani, Fitri dan Hardi Warsono. Analisis Peran Stakeholders Dalam
Pengembangan Objek Wisata Pantai Karang Jahe Di Kabupaten Rembang.
Journal Of Public Policy and Management, VVol. 6, No. 3 Tahun 2017.

Hasiah. dkk. Pelaksanaan Pelayanan Pemerintah Desa Terhadap Masyarakat Di
Desa Rantau Panjang Kecamatan Sabawi Kabupaten Sambas. Jurnal
Ilmiah Hukum, Vol. 7 No. 1 Tahun 2021.

Jatmikowati, Hartini Sri dan Titot Edy Suroso. Desa dan Legitimasi Keberadaan
Sosial: Telaah Implementasi Kebijakan Undang-Undang No.6 tahun 2014
Tentang Desa Di Kabupaten Malang. Jurnal I1lmu Administrasi Vol. 1
No. 2 Oktober 2016.

Lisnawati dan Soraya Lestari. Analisis Analisis Faktor Pembangunan Desa Dalam
Pengembangan Desa Mandiri Berkelanjutan Pada Desa Bunghu Aceh
Besar. Jurnal Administrasi Publik, VVol. 4 No. 2 Tahun 2019.

73



L. Dewi Citra dan Ya’taufiq Kurrahman. Peran Pemerintah Desa Dalam
Mengelola Wisata Hutan Pinus Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli
Desa di Desa Bendosari, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang.
ISSN 2407-6884 Vol. 9 No. 2 Tahun 2019.

Mulyawan, Rahman. Masyarakat, Wilayah dan Pembangunan.
Yogyakarta: UnpadPress, 2016.

Noviyanti, dkk. Pengidentifikasian pendapatan dan prioritas penggunaan dana
desa. Jurnal Publisia VVol. 3 No. 2 tahun 2018.

Prasanti, Ditha. Pengguna Media Komunikasi Remaja Perempuan Dalam Pencarian
Informasi Kesehatan. Jurnal Lontar Vol. 6 No. 1 2018.

Purwanti, Inga. Strategi Kelompok Sadar Wisata Dalam Penguatan Desa Wisata.
Jurnal llmu Sosial dan IImu Politik (Jisip) Vol. 8, No. 3 Tahun 2019.

Rafi’i, Akhmad. dkk. Implementasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Pada Badan Permusyawaratan Desa Di
Desa Bintang Ninggi Il Kecamatan Teweh Selatan Kabupaten Barito
Utara. Jurnal Administrasi Publik VVol. 6 No. 1 Tahun 2020.

Ramadhani, Yulia dan Nasrah. Sistem Informasi Monitoring Dan Evaluasi
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pada
Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Soppeng. Jurnal Ilmiah Sistem
Informasi dan Teknik Informatika (JISTI) Vol. 2 No. 2 Tahun 2019.

Ramadhani, Rifka dan Mia Angelina Setiawan. Pengaruh Regulasi, Politik
Anggaran, Perencanaan Anggaran, Sumber Daya Manusia dan Pengadaan
Barang/jasa Terhadap Penyerapan Anggaran Belanja Pada OPD Provinsi
Sumatera Barat. Jurnal Eksplorasi Akuntansi (JEA) Vol. 1, No. 2 Tahun
2019.

Roza dan A. Laurensius. Peran Badan Permusyawaratan Desa Di Dalam
Pembangunan Desa dan Pengawasan Keuangan Desa. Jurnal PJIH Vol. 4
No. 3 Tahun 2017.

Sandiasa, Gede. dkk. Kebijakan Penguatan Lembaga Pemberdayaan dalam
Meningkatkan Partisipasi Pemberdayaan Masyarakat di Perdesaan. Locus
Majalah limiah Fisip Vol. 8 No. 1 Agustus 2017.

Sari Permata, Arini. Analisa Konsep Perencanaan Strategis. Jurnal llmu Magister
Ilmu Administrasi Publik (JIMIA) Vol. 1 No. 2 Tahun 2017.

Sidig, Ade jafar dan Risna Resnawaty. Pengembangan Desa Wisata Berbasis
Partisipasi Masyarakat Lokal Di Desa Wisata Lingarjati, Kuningan, Jawa
Barat. ISSN: 2442-4480, Vol. 4 No. 1.

Soekanto, Soerjono. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Rineka Cipta, 1983.

74



Suharto. Pemberdayaan Masyarakat Desa: Implementasi UU Desa. JISIP
Universitas Wahid Hasyim  Semarang. ISBN 978-602-8237-63-3 Tahun
2018.

Suharto, Edi. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis
Pembangunan Kesejahteraan Sosial Dan Pekerja Sosial. Bandung: Ptevika
Aditama, 2005.

Ulumiyah, Ita. dkk, Peran Pemerintah Desa Dalam Memberdayakan Masyarakat
Desa. Jurnal Administrasi Publik, VVol. 1 No. 5 Tahun 2017.

Widasari, Kadek Indah. Pengaruh Good Governance dan Budaya Organisasi
Terhadap Kinerja Manajerial Penyelenggaraan Pemerintah Desa di Desa
Badung. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 22 No. 2 Februari
2018.

Zakaria, Faris dan Rima Dewi Suprihardjo. Konsep Pengembangan Kawasan
Desa Wisata di Desa Bandungan Kecamatan Pakong Kabupaten
Pamekasan. Jurnal Teknik POMITS, Vol.3 No.2 tahun 2014.

Peraturan Perundang-undangan:
APBDes Desa Kalianyar Tahun Anggaran 2019-2021

Peraturan Desa Kalianyar Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Pendirian Badan Usaha
Milik Desa “BUMI KARYA)

Peraturan Desa Kalianyar Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Penyertaan Modal Desa
Pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) “Bumi Karya” Desa Kalianyar

Peraturan Desa Kalianyar Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Struktur Organisasi dan
Tata Kerja Pemerintah Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

https://kemendesa.go.id diakses pada tanggal 12 Juni 2021 pukul 21.24 WIB

https://bojonegorokab.qo.id/berita/1594/kalianyar-pelopor-desa-ogp-di-kecamatan-kapas
diakses pada tanggal 9 Juni 2021 pukul 20.38 WIB

75


https://kemendesa.go.id/
https://bojonegorokab.go.id/berita/1594/kalianyar-pelopor-desa-ogp-di-kecamatan-kapas

	LEMBAR PERSETUJUAN
	Surabaya, 17 Juni 2021 Pembimbing
	TIM PENGUJI SKRIPSI



